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TENTANG

PEI,AKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

KAETUPATEN FIALMAHERA BARAT

DENGAN RA}IMAT TUFIAN YANG MA}IA ESA

BUPATI HALMA}IERA BARAT,

a.bahwauntukmelaksanakanketentuanPeraturanDaeratrKabupaten
HalmaheraBaratNomor2Tahun20lstentangPemilihan,
PengangkatandanPemberhentianKepalaDesayangdijabarkan
dalamPeraturanBupatiHalmaheraBaratNomor16Tahun2o2|
tentangPerubatranatasPeraturanBupatiHahnaheraBaratNomor13
Tahun2olstentarrgPelaksanaanPemiliharrKepalaDesaSerentak
Kabupate 

' ve'--- a 
implementasi krausul pasar-

Pasalrryaekurangandan/ataubelum
mengakomod'irpermasalaharrseca.rakomprehensitmakaperlu
dilakukanpenataanatauperbaikankembaliregulasitentang
pelaksanaanpemilihanKepalaDesaserentakdiKabupaten
Halmahera Barat;

b. bahwa berd.asarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf

a,dipandangperlumenetapkanPeraturanBupatiKabupaten
HalmaheraBarattentangPelaksanaanPemilihanKepalaDesa
Serentak Kabupatel fle'lmahera Barat '

1. Undang-undang Nomor 6O Tahun 1958 tentang Penetapan lJndang-

undang womoJ3 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Swatantra Tingkat II dalam wilayah Daerah swatantra Tingkat I

Maluku menjadi Undang-undang;

2,Und.ang-Und.angNomor46TahuntgggtentangPembentukan
provinsi Maluku utara, Kabupaten Pulau Buru, dan Kabupaten

Ma]ukuTenggaraBarat(LembaranNegaraTahunlgggNomorlT4,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3895);

3. Undang-Undang Nomor za t"t rrtt 1999 tentang Penyelenggafaan

Negara y..rg-U""."ih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (

kmbaran 
-N.grr^ Republik ndonesia Tahun L999 Nomor 75,

Tambahan t emuaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
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4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan

tcaUuplten Halrnahera Utara, Kabup

Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten
Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku

Nomor 2L, Tambahan Irmbaran

n 2AO4 tentang Perimbangan
sat dan Pemerintahan Daerah
nesia Tahun 2OO4 Nomor 126,
lik Indonesia Nomor 44381;

Und.ang_UndangNomorL2TahunzalttentangPembentukan
PeraturanPerundang-und'angan(IrmbaranNegaraRepublik
IndonesiaTahun2}fiNomor32,TambahanLembaranNegara

2Ol4 tentang Desa (Irmbaran
ahun 2OL4 Nomor 7, Tambahan
esia Nomor 5495);

S.Undang_UndangNomor23Tahun2ol4tentangPemerintahan
Daerah (temb#an Negara Republik l1{gn_esia Tahun 2ol4 Nomor

244,Tam.bahan kmbaran Negira neguplik Indonesia Nomor 5587);

g. peraturan pemerintah Nomo-r 79 t.hurr. 2005 tentang Pedoman

PembinaandanPengawasanPenyelenggaraanPemerintahanDaerah
(Lembaran ilgrr" frepublik_ tndbnesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan t eniuaran megara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2ol4 tentang Peraturan

PelaksanaanUndang-UndangNomor6Tahun2ol.4tentangDesa
(Lembaran Negara RePublik
Tambahan lrmbaran Negara R

11. Peraturan Menteri Dalam Nege

2014 tentang Pembentukan Pr

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 32);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ll2
Tahun 2oL4 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 2092),;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahu1
2O2O Tentang Peraturan uenteri oalam Negeri Republik Indonesia

Nomor 112 Tahun 2OL4 Tentang Pemilihan Kepala Desa;

l+. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 tahun 2018

tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

5.

6.

d



MenetaPkan:

MEMUTUSKAN :

PERATURANBUPATITENTAI.iGPETUNJUKPELAKSANAANPERITIURAN
DAERAI{ KABUPATEN HALMAHERA BARAT'

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Haknahera Barat'

z. 
rrr *vBrq 

dan peranglat daerah sebagai unsur

3.

4. Kecamatan adalah wilayah kerja c 'at sebagai perangkat daerah kabupaten'

5. Desa adalah kesatuan masy

berwenang untuk mengatur

masyarakat setemPat berdasarkan

hak tradisional Yang diakui dan

urusan Pemerintahan dan

pemerintahan Negara Kesatuan

RePublik Indonesia'

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai 3nsure

penyelenggara Pemerintahan Desa'

8. Badan Permusyawaratan Desa yallg selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga

yang melaksan-akan fungsi p"*".iot rt",, yang anggotanya merupakan wakil dari

penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

Kesatuan RePub[ik Indone sia'

6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraata

kepentingan masyarakat setempat dalam unsur

demokratis.
9. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas

kepala desa di Kabupaten Halmahera

Kecamatan / Desa' 
Domarintqh T)e.a I wewenang' tugas'

10. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyar

dan kewajibal untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan

tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah;

13. panitia pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia

Pemilihan adalah Panitia yangdibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan pl.oses

Pemilihan KePaIa Desa; :,.
L+. panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia

pemilhan Kabupaten adalah p"rriti" yalrg d.ibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten

d.alam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepa1a Desa'

pencalonan dan pelaksanaan pemilihan
'garat yang berked'udukan ditingkat

X



15.

16.

L7.

r11.

19.

28"

2L,

25.

'eo.

13"

22.

23.

24.

calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh

panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa;
-cuton 

repala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memlreroleh suara

terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa'

pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan

untuk menggunakal hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Daftar pemilih Sementara yang setanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih

yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir
yang telah diperbaharui dal d,icek kembali atas kebenarannya serta ditambah
dengan pemilih baru.
Daftff pemilih Tambahan yang selanjutrrya disingkat DPTb adalah daftar pemilih

yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum

terdaftar dalam daftar pemilih sementata.
Daftar pemilitr Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yarrg

telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas
pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Fetugas pendaftaran pemilih adalah Petugas yang diangkat oleh Panitia Pemilitran

Kepala Desa yang bertugas membentu panitia Pemilihan Kepala Desa dalam

pemutakhjran data Pemilih.
Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat
dilaksanakannya pemungutan suara.
Hari adalah hari kalender.

Corona virus Disease 2}lg, yang selanjutnya disebut COVID-19, adalah penyakit

menular ya11g disebabkal oleh jenis corona virus yang baru ditemukan, yang

merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal sebelum te{adi
di Wuhan, Tiongkok, Bulan Desember 2OL9.
panitia Sub Kecematan ad.alah panitia pemilihan kepala Desa Kabupaten Halmahera

Barat yang dihntuk di tingkat Kecamatan untuk menjalankan fungsi sebagaimana

d,iatur oleh ketentuan perundang-undang yang berlaku.
Uji Kompetensi adalah Ujian yang dilaksanakan secara serentak bagi bakal ca-lon

Kepala Desa yaxg diselenggarakan oleh Panida Pemilihan Kabupaten untuk
mengukur tingkat Inteletual Quation (IQ), Emotional Quation (EQ) dan Spritual

Quation (SQ).

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yarrg selanjutnya disingkat
KppS .drt.tt petugas pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di
Tempat Pemungutan Suara yarrg dibentuk oleh Panitia Desa untuk
membantu panitia Desa dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
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BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

a. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

b. Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Serentak

c. Pendaftaran Pemilih Pilkades Serentak

d. SYarat Calon KePala Desa Desa

e. Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa

t.Jenis,Standar,KebutuhanPerlengkapanPemilihanKepalaDesa

g'Pengadaan,Pend'istribusian,PerlengkapanPenyelenggaraanPemilihanKepala
Desa Serentak

h. Penetapan Kepala Desa Terpilih dengan Suara Sama'

i" Penyelesaian Sengketa Pilkades'

j. Sanksi

k. Pendanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak

BAB ITI

PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA

Bagian Kesatu

Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan

Pasal 3

(1) BPD memberitahukan kepad.a Kepala Desa secara tertuts mengenai akan

berakhirnya masa jabatan Kepala oesa 6 (enam) bulan sebelum beraktrirnva masa

jabatan.
(21 pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit

tanggal, bulan, dan tahun beraltrinay. *."" jabatan Kepala Desa serta kewajiban

KePala Desa-
(3) Kewajiban Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi laporan

penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan kepada Bupati melalui

camat dan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa

desa akhir
Camat dan

pala Desa.
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{1)

(21

Bagian Kedua
Pelaksanaal Pemilihan Kepala Desa Serentak

Pasal 4

Desa-d.esa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak dan /atau
hrgelombang ditetapkan oieh Bupati.

BAB W
PEIVYELNGGARAPEMILIHANKBPAI,ADESASERBNTAK

Bagian Kesatu
Unsur Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa serentak

Pasal 5

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak terdiri dari Panitia Pemilihan dan

Panitia Pengawas;
penitia Pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri

dari:
a. Panitia Pemilihan Kabupaten; dan
b.Panitia Pemilihan KePala Desa.
pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. Pengawas Kecamatan; dan
b.Pengawas Desa.

Paragraf 1

Panitia Pemilihan KabuPaten

Pasal 6

(1) Bupati membentuk panitia Pemilitran Kepala Desa di tingkat Kabupaten

Halmahera Barat yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

(2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten yaitu bupati, pimpinan

DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial
Tentara Nasional Indonesia di daerah;

b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2OL9 kabupaten; dan

c. unsur terkait lainnYa.

(3)Da1am kondisi bencana non alam Corona Virus Disease 2019, bupati membentuk

sub kepanitiaan di kecematan pada panitia pemilihan kabupaten sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:

a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan

kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasionaf Indonesia;

b. satuan tugas penanganan Corona Vir1s Disease 2Ot9 kecamatan; dan

c. unsur terkait lainnYa.

{3)



(4) Tugas panitia pemilihan di kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (21,

meliputi:
a. merencanakan, mengoordinasikan dan menyelenggarakan

pelaksanaan pemilihan di kabupaten;
semua tahapan

b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan Kepala Desa terhadap
panitia pemilihan Kepala Desa di Desa;

c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta

perlengkapan Pemilihan lainnYa;
e. menyampaikan surat suara dan kotak

lainnya kepada Panitia Pemilihan;

suara dan perlengkaPan Pemilihan

f. memfasilitasi penyelesaian perrrrasalahan pemilihan Kepa1a Desa di
kabupaten;

g" melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dan
melaporkal serta membuat rekomendasi kepada bupati ; dan

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilitran.

(5) Tugas Sub kepanitiaan pemilihan di Kecamatan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3), meliPuti:

a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan daLam pelaksanaarl

pemilihan Kepala Desa kepada panitia pernilihan di Desa, calon Kepalp Desa,

masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 201-9

Desa serta unsur terkait lainnYa;
b. mengawasi penerapal protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan

c" menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatal dalam
pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten-

d. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;

e. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa serentak;
dan

f. memfasilitasi penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan
pemilihan KePala Desa Serentak;

g. melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Desa dan/atau Panitia
Pemilihan KabuPaten;

Paragraf 2
Panitia Pemilihan KePala Desa

Pasal 7

(1) BpD membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa melalui musyawarah BPD yang

dihadiri sekurang-kurangnya 213 dari jumlah anggota BPD dengan melibatkan
unsur perwakilan masyarakat sesuai kondisi sosial di Desa'

i2) BPD memberitahukan Pembentukan
kepada Bupati melalui Camat paling
tetapkan.

Panitia Pemilihan Kepala Desa secara tertulis
lambat 3 (tiga) hari sejak keputusan BPD di

7
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{3i

(4)

(s)

Dalam hal pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat. (2).melewati batas waktu

V".i Ait t"dkan, BPD harus menlr"rnpaikan alasan keterlambatan pemberitahuan.

Camat wajib menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

kepada Bripati paling lambat 2 (dua) hari sejak pemberitahuan diterima.

Dalam hal BPD belum menetapkan Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (21, maka sub panitia Pemilihan Kecamatan memfasilitasi
pembentukan Palitia Pemilihan Kepala Desa ditingkat Desa.

Pasal 8

(1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari komposisi sebagai berikut :

a. Ketua merangkap anggota
b. Satu orang sekretaris merangkap anggota
c. Tiga dan/atau lima orang anggota

t2) Setiap anggota panitia membuat pernyataan sanggup bersikap netral, tidak
menunjukkan sikap keberpihakan kepada salah satu bakal calon/calon Kepala
Desa, tidak akan menca-lonkan diri dalam pemilihan Kepala Desa dan bersedia
mensukseskan pelaksanaan pemilihan Kepal,a Desa sebagaimana surat pernyataan
sebagaimana tercaltum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

(3) Setiap anggota panitia Desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh Camat
dan disaksikan oleh BPD dan Pemerintah Desa dan dapat disaksikan oleh
Musyawarah Fimpinan Kecamatal.

(4) Sumpah/janji Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3),

sebagai berikut :
., Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memenuhi tugas
saya selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-
jujurnya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya selaku Panitia Pemilihan Kepa1a Desa
af.rn selalu melaksanakan segalan peraturan perundang-undangan yang berlaku
dengan selurus-lurusnYa".

(S) tvtasa kerja panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak tanggal
pelantikan sampai dengan pelantikan Kepala Desa terpilih'

(6) Sumpah/janji Panitia Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan
dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal9

panitia pemilihan kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 adalah memenuhi
kriteria antara lain:
a. Bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa;
b. Berintegritas dalam pelaksanaan Pemilu;
c. Berdomisili di Desa;
d. Bersedia melaksanakan tugas selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa;

e. Sehat jasmani dan rohani;
f. Bukan anggota BPD;
g. Tidak menjadi Tim Sukses / Tim Pendukung calon Kepala Desa.

d



(1)

(2i

Pasal 10

Dalam hal anggota Panitia Pemilihan berhenti yang bersangkutan diberhentikan

dari keanggotaan Panitia Pemilihan dan diganti melalui rapat yan:g

diselenggarakan oleh BPD.

Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena :

a. Meninggal dunia;
b. Atas Permintaan sendiri;
c. Diberhentikan.

(3) Anggota Panitia Pemilihan diberhentikan sebagaimana dimkasud pada ayat (21

huruf c karena :

a. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;

b. Terlibat tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;

c. Tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan; atau

d.MendaftarkandirisebagaibakalcalonKepalaDesa;
e. Memiliki hubungan kerabat 1 (satu) tingkat (ayah, ibu, anak, suami/istri'

saudara kandung dan/atau saudara tiri) dengan calon kepala desa '(4) 
,f,H?""tsffi.,:#$frilT1#?titt"'-1iX'lBhH
iambat 7 (tujuh) hari sejak ditetapkar'

Pasal 11

Panitia pemitihan Kepala Desa mempunyai tugas :

a. merencanakan, mengkoorainasit<an, -..ryelenggarakan, mengawasi dan

mengend.alikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan d.an mengaiutan-uiaya pemilihan kepada Bupati melalui camat;

c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;

d. mengadakan Penjaringan dan ;

e. menetaPkan calon Yang telah
f. menetapkan Pemlt
g. menetapkan kamPanYe;

h. memfasititas , perlengkapan dan tempat pemungutan suara;

i. melaksanakan Pemungutan suara;
j. menetapkan hasil refapitulasi pengtritungan suara dan mengumumkan hasil

pemilihan;
k. 

-menetapkan 
calon Kepala Desa terpilih; dan

1. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

m.Membentuk KPPS
n. menyelesaikan permasalahan pacla seluruh. tahapan pelaksanaan pemilihan
- -.p"r. Desa kooid.inasi dengan BpD serta panitia pengawas Desa;

DL
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l2l

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal Pasal 11' Panitia

Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berkewajiban :

a. Memperlakukan calon Kepala Desa serta tidak

mernihak kepada salah saiu calon ke tu;

b. menetapkan kebutuhan barang dan lenggaraan

PD untuk setiaP tahaP Pelaksanaan
si kegiatannya kePada masYaraka!

_n;
e. an Penggunaan kePala desa

Cq. DPMPD Kab.

f. haPan Pemilihan q'adi suatu hal

yarrg membuat pemilihan kepala desa ter

p.r-Jaft*in pimifift sampai dengan ditetapkannya ?A
(6) il:'##:*"#i#;; p.H[iGl7s"i*rod ai-"t",rd pada avat (21 dapat diberikan

- r----^--^-,{^-*^1-
honor sesual dengan kernampuan keuangan daerah'

Paragraf 4
Kelompok Pembantu Pemunguta-n Sua-ra

Pasal 74

Untuk membantu pan an penghitungan

suara di TPS, diUentuk Panitia Pemilihan

Kepala Desa dengan dalarn larnpiran

Peraturan BuPati ini.
ilHHiI,-TJ'i,?i"p"o,mr,T5.pry"o.::-b-1Y\T"SAI=:io-11i-L*',ltl
ffiffiH;. ^#.L"".t.. Berita- Acara dengan co h forrnat sebagaimana

tercaritum dalarn larnpiran Peraturan Bupati ini'
(3) KppS sebagair6ana dlimaksud. pada "y*t (f) dibentuk sesuai dengan kebutuhan

banyaknYa TPS.

Paragraf 3
Petugas Pendaftaral Pemilih

Pasal 13

untuk efektif tugas dan kewajiban membantu panitia perrilihan kepala Desa

sebagaimana d.imaksud pada pasal t2, Panitia Pemilihan dibantu oleh petugas

Pendaftaran Pemilitr-
petugas penaa-taran pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditrentuk oleh

panitia pemilihan Kepala Desa sesirai kebutuhan dengan jumlah minimal 1 (satu)

ana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari
RW.
arra dimaksud pada ayat (1) bertugas

(5) Masa kerja petugas pndaftaran .ry9+l-* -111*,,:tj* 
dimulainva tahapan

(1)

t2)

d-



t'+l

(s)

Jumlah anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing TPS

adalah sebanyak 5 (lima) orarrg, meliputi :

a. Satu orang ketua merangkap anggota'
b. 4 orang anggota.
Syarat menjadi anggota KPPS adalal. :

a. Penduduk Desa yang bersangkutan'
b. Berumur paling rendah 17 (tujuh belas) tahun'
c. Berdornisili di Desa yang bersangkuta.n'
d. Terdaftar sebagai Pemilih.
e. Tidak menjadi"tid sukses/tirn kampanye/tim pendukung calon kepala Desa;

dan
f- Bukan sebagai anggota BPD-
Anggota KppS reUag^frrna dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang yang

terdiri dari :

1. Penjaga Pintu masuk
2. petugas pengukur sutru tubuh / petugas pemegang sarung tangan plastic

untuk Pemilih.
3. Penerima pend.aftaran perrrilih / pernegang DPf'

a.. Pernegang/pernberi surat suara;
b. Petuga-s pengatur pernilitr untuk rnasuk ke bilik suara/ penunggu

bilik sttara-;
c. Pentrnggu kotak suara/perretes tinta-; dan
d. Penjaga Pinttr keluar-

(7) eengucapan surnpal-/janji selal<u
Pernilitr a-n I(eP a'l a- Desa.

(B) prngucaparr surnpaf./janji sebagairnana- dirnaksrrd pada ayat (71

dilaks.trk.r, dengamketentr'ramseb a'gai berikut:

a. pengrrcapan surnpal./janji KP an jurnlal. yaar9

disurnPal- Paling banYaJ< 30 (

b. panitia rnerigatui rxraktrr dan te ah/ janji KPPS;

c. p".rg.r.*p.ri surnpah/jaJlji KPPS dilaksana-kan di kantor Desa'

dan/atamdapat alrt=rttal<an d.i ru€rngan lain dengan wentilasi
udara yafi.gbesar;

d- pengucap€rn surnpa}. /ianii KPPS
rrrerlerapkan Protokol I(esehatan'

(g) S..=.r.ra. kat. surnpa1r/janji KPPS seb^gairnan. dirnaks.. d pa-da- ayat (71

a_dalafr seb=gai uerit<ut:-,'Dlrni Allah l',nrnan;, saya bersurnpah/berlanji
traf-r.wa- saya akala rnerna.tuhi kerwajiban saya selal<u KPPS dengan
sebaik-b aTkr:rya, sejujrrr- jujurnya., dart seadil-ad.ilnya; bal.ura saya- al<an

selal, ta-at 6aLarn firengarnalkan Pancasila sebagai dasar negara; dan
baf.wa saya akan rnenegal<an kehidupan dernokrasi dan [Jndang-
(Jndang Da.sar Negara Republik Indonesia- 1945 serta- rnelal<samal<an

segala- peratl.ran penrndang- und.angan dengan selurus-luruslaya-
yangberla-]<uba-giDesa-,-Da-eratrd.arrNegara-I(esatuarrRepublik
Indonesia"-

t6)

KPPS dipandu oletr Panitia

dilaksanakan dengan
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(to) KPPS lrempunyai tr-ga-s :

a. lrrelnpersiapkan kelengkapan TPS, terrna.sl.k alat pelindung diri,
d.esinfekta-ri, serta pernbersitr ta.gan (ha.nd sanitizer) dan/ atau
sa-lrrrn terrnasrrk rnenyediakan fasilita-s crr ci ta.ngarr ;

b. rnernbersihkan dan rnelakukan disinfeksi sarana- dan prasarana- di
TPS;

c. rnenerirna sura.t rnandat saksi/krra.sa- calon I{epala Desa;

d. rnelaksanakan perrl\rnglrtan dan pengtritungan srlara. pada tiap TPS
dengan rnenerapkan protokol kesehatan;

e. Irlerrgurnurnkan trasil penghitungan sLlara- di TPS rnasing-rna'sing;

f. rnernbuat dan rnenand.atangani berita' acara pernungutan dan
p enghitungan stla-ra- di TPS rnasing-rnasing;

g. rnenjaga- d.an rnengarnankan keutrrhan kota-k sllaIa- yang Lrerisi surat
srla-ra, berita- acara- pernungutan, penghiturrgan sllara' daIa
perlengka1ran lainnYa;

h. rnenyeral,kan kotak srlara- tersegel yang berisi surat sllara-' berita aca-ra-

pernrrngrrtarr, penghittrrrga.n sllara. dan kelengkapan lainnya kepa.da.

Panitia Desa; dan
i. rnelaksanal<an tuga-s lainnya- yang diberikan oleh Panitia' Desa''

Paragraf 3
Panitia Pengawas tingkat I(ecarnatan

Pasal 15

(1) Carnat rnembentuk panitia pengawas pernilihan di tingkat
kecarnatan rnelalui I(eputusan Ca: at;

(2) Setiap anggota panitia pengawas pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan
' ' 

dilantik oleh Camat dan disaksikan oleh Musyawarah Pimpinan Kecamatan.

(3) Sumpah/janji panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan

sebageimarta dimaksud pada ayat (21, sebagai berikut :

" Demi Allah/Tuhan, siya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memerurkri

tugas saya selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan

a.ttg"tt sebaik-baiknya, sejujur-jujunlya, dan seadil-adilnya; dan bahwa saya

selaku panitia Pengawas pemiUtrln Kepala Desa tingkat Kecamatan akan selalu

melaksanakan segalan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan

selurus-lurusnya'.
(4) Masa kerja panitia pengawas pemilihan kepala Desa tingkat Kecamatan

sebagaimana amatsud pada ayat(U terhitung sejak tanggal pelantikan sampai

dengan pelantikan Kepala Desa terpilih'

Pasal 16

Ttrgas dan wewenang Panitia Pengawas tingkat Kecamatan :

a. Panitia eengawas tingkat Kecamatan mengawasi Semua tahapan

penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan;

b. Menerima-laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepala Desa oleh Panitia
pengawas Oesa dan/atau-Bakal calon/Calon Kepala Desa / Masyarakat;

12
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C.

d.
Memfasilitasi penyele saian sengketa pemilihan Kepala Desa
Melaporkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan
kepada Panitia Panitia Pemifihan Kabupaten-

Pasal 17

Panitia Pengawas tingkat Kecamatan berkewajiban :

Memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
panitia pengawas tingkat Kecamatan melakukan pengawasan pelaksanaan
pemilihan secara aktif di Desa-Desa da.lam wilayah Kecamatan;
Menyampaikan laporan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Pasal 18

panitia pengawas tingkat Kecamatan menerima la1rcran pelaksanaan pengawasan

Pemilihan t<epala Desa oleh parritia pengawas pemilihan kepala Desa;

Berd.asarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayal (1), maka Panitia
pengawas tingkat Kecamatan melalukan rekapitulasi laporan pengawasan

pelaksanaan tahapan pemilihan kep
Berdasarkan laporan sebagaimana s

tingkat Kecamatal menyampaikan la s

pada setiap tahapan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten'
't-po.^11 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 2 hiari
seielah laporan diterima dari panitia pengawas Desa tingkat Desa.

Paragraf 5
Panitia Pengawas Tingkat Desa

Pasal 19

Kepala Desa membentuk panitia p€ngawas pemilihan di tingkat Desa melalui

Keputusan KePala Desa;
Setiap anggota panitia pengawas pemilihan mengucapkan sumpah/janji dan

dilantik oleh Camat dan disaksikan oleh BPD dan Pemedntah Desa dan dapat

disaksikan oleh Forum Musyawarah Pimpinan Kecnmatan'
Sumpah/janji Panitia Pengawas tingkat Desa sebagairnala dimaksud pada ayat
(2), sebagai berikut :; 'Oemi Allah/Tuhan, saya bersumpah/ berjanji, bahwa saya akan memenuhi

tugas saya selaku Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dengan

se6aik-baiknya, sejujur-jujrrnya, dan seadil-adilrrya; dan bahrva saya selaku
panitia pengawas pemtfran Kepala Desa tingkat Desa akan selalu melaksanakan
segalan pe.aturan perundang-undangan yang berlaku dengan selurus-lurusnya".

(a) Misa kerja panitiapengawas tingkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

terhiturg *.irt *ggrt pelantikal sampai dengan pelantikan Kepala Desa

terpilih.

a.
b.

C.

(1)

(2t

(3)

(4)

(1)

t2l

(3)
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Pasal 20

Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Desa :

a. Panitia Pengawas Desa mengawasi semua tahapal penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa;

b. Menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan Kepa1a Desa;
c. Melaporkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa kepada Panitia Pengawas

Kecamatan.
d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa pemilihan Kepala Desa

Pasal 21

Panitia Pengawas Desa berkewajiban :

Memperlakukan Calon Kepala Desa seca.ra adil dan setara;
panitia Pengawas Desa melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan seca-ra

aktif di Desa;
c. Menyempaikan laporal kepada Panitia Pengawas Kecamatan.

Pasal 22

panitia pengawas pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berkewajiban
menyampaikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada panitia pengawas Desa
tingkat Kecamatan;
Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Panitia
pengawas tingkat Kecamatan melalukan rekapitulasi laporan pengawasan
pelaksanaan tahapan pemilihan kepala Desa da]arn wilayah masing-masing.
-Berd.asarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 Panitia Pengawas
Kecamatan menyampaikan menyampaikan laporan pengawasan pelaksanaan
Pilkades pada setiap tahapan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling larnbat 2 hari
setelah tanggal akhir tahapan Pilkades sebagaimana ditetapkan melalui
Keputusan Bupati tentang Jadwal Pelaksanaan Pilkades Serentak.

BAB V
PENDAFTARAN PEMILIH

Pasal 23

(1) Pend,aftaran pemiUh dilaksanakan oleh petugas pendaftaran pemilih.

iZi SumUer data yarrg digunakan untuk pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat diPeroleh dari:
a. Hasil pemutakhiran data pemilu terakhir.
b. Pemutakhiran data Penduduk.
c. Pendataal langsung.

a.
b.

(1)

{21

{31

t4)

L4



(3) Pemutakhiran sebagaiman2 rlimaksud pada ayat (21 huruf b,
penduduk yang :

dilakukan terhadap

a. Telah memenutri syarat usia pemilih yaitu sudah berumur 17 tujuh
tahun pada hari dan tanggal pemungutan suara;

b. Belum berumur 17 (tujuh belas tahun), tetapi sudahlpernah menikah;

belas)

Telah meninggal dunia;
Pindah domisili ke Desa lain;
Tidak lagi memenuhi syarat sebagai pemilih;
Perbaika:r identitas; atau

g. Belum terdaftar.
( ) Setelah melaksanakan pendaftaran pemilih, Panitia Menyusun DPS masing-

masing RT.
(5) Pendaftaral pemilih dan penyusunan DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

oleh panitia pemilihan Kepala Desa selama 7 (tujuh) Hari.
(6) DPS sebagairnana dimaksud pada ayat (5) disusun berdasarkan TPS dengan

jumlah sebanyak-banyaknya 500 (lima ratus) pemilih ditetapkan oleh panitia
pemilihan kepala Desa dalam bentuk Berita Acara Penetapan DPS dengan contoh
format sebagaimana tercantum dalam la.rnpiran Peraturan Bupati ini.

(7) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur tidak menggambarkan pemiiih
per RT/RW dan/atau sebutan lain secara utuh, tetapi dilakukan dengan cara
menggambungkan pemilih pada satu TPS sekurang-kurangnya 2 (dua) RT,
sepanjang tidak memberatkan pemilih pada saat pemungutan sua-ra.

(8) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diumumkan kepada masyarakat selama
3 (tiga) hari dan kepada calon atau bakal calon, dituangkan dalam Berita Acara
dengan contoh forrnat sebagaimana tercaltum lampiran Peraturan Bupati ini.

(9) Pemilih atau anggota keluarga dapat mengusulkan perbaikan DPS sebagaimana
dimaksud pada ayat (71meliputi :

a. Pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
5. psmilih sudah tidak berdomisili di Desa tersebut;
c. pemilih pendatang namun belum mencapai 6 (enam) bulan sejak kepindahan

secara resmi;
d. pemilih yang sudah menikah dibawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
e. pemilih yang usdah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagai
pemilih.

(9) Usulan pebaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dituangkan dalam format
usulan sebagaimana tercantum dalam larnpiran Peraturan Bupati ini.

(10) Berdasarkan usulan penarnbahan daftar pemilih, disusun DPTb selama 3 (tiga)
hari dan ditetapkan Panitia Pemilihan Kepa1a Desa dalam bentuk Berita Acara
Penetapan DPTb dengan contoh fortnat sebagaimana tercantum dalam lampiran
Peratural Bupati ini.

(11) DPTb sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diumumkan kepada masyarakat
selama 3 (tiga) hari dan calon kepala Desa / kuasa calon Kepala Desa dapat ikut
memberikan koreksi dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Bupati ini.

c"
d.
e.
f.
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(L2l Berdasarkan DPS yang sudah diperbaiki dan DPTb yang sudah diperbaiki oleh
panitia pemilihal. Kepala Desa menetapkan DPT dalam bentuk Berita Acara
penetapan DPT, ditandatangani oleh seluruh panitia p,erni'lihan Kepala Desa,
Parritia Pengawas Desa, Pj. Kepala Desa / Plh. Kepala Desa, dan Calon Kepala
Desa dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan
Bupati ini.

(13) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat
Pemilihan Kepala Desa dengan format
Peratural Bupati ini.

(14) Panitia Pemilihan Kepala Desa dilarang
dimaksud pada ayat (12).

(1S) Terhad.ap nama yang tercantum dalam DPT sebagaimana rlirnkasud pada ayat (L2)
yang tidak lagi memenuhi syarat pemilih diberikan keterangan seperlunya.

(16) DpT !6$agaimana dimaksud pada ayat (13) ditempet di tempat yang mudah diakses
oleh pemilih pada masing-masing RT/RW sampai dengan hari pemungutan suara
dan ditempel di TPS sekurang-kuralgnya pada hari pemungutal suara.

(17) DPT yang sud.ah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana
dimkasud pada ayat (16) disampaikan kepada Panitia Pemilihan, Panwas
Kecamatal, Panwas Desa, Calon Kepala Desa, BPD paling lambat 3 (tiga) hari
sejak ditetapkan dengan disertai bukti tanda serah terima.

Pasal24

Sumber data Pemilih sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (2) huruf d diserahkan oleh
Kepala Desa / Penjabat Kepala Desa kepada Panitia Pemlihan Kepala Desa dengal
difasilitasi oleh Camat pada saat pelaksanaan Pengambilan SumpahlJanji Panitia
Pemilihan Kepala Desa.

BAI} VI
SYARAT CALON KEPALA DAN -SYARAT TAMBA}IAN BAKAL CALON KADES
INCUMBENT/ PE N GURU S LEMBAGA PEMERINTAHAN DE SA DAN/ ATAU

LEMBAGA KEMASYARAKATAN DE SA

Bagian Pertama
Syarat Calon Kepala Desa

Pasal 25

(1) Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
a. wa-rga negara Republik Indonesia;
b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. memegang ieguh dan mengamalkan palcasila, melaksanakan undang-undang

d.asar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan
memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal
ika;

(12) ditetapkan dengan keputusan Panitia
sebagaimana tercantum dalam lampiran

melakukan perubahan DPT sebagaimana
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d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
e. berusia pafing rendah 25 (dua pufuh lima) tahun pada saat mendaftar;
f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilal yarrg telah

mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5
(lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta
bukan sebagai pelaku kej ahatan herulang-ulang;

i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuataa hukum tetap;

j. berbadan sehat;
k- tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
l. memenuhi Kelengkapan Persayaratan Pencalonan Kepala Desa.

(2) Kelengkapan Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, meliputi;
a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas

bermaterai;
b. surat keterangan sebagai warga negara Indonesia yang dikeluarkan oleh Kepala

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipif Kabupaten/Kota dan/atau yang
berwenang;

c. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak pernah dijatuhi
pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

d. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak
pilihnya sesuai dengan putusan Pengadilan yang telatr mempunyai hukum tetap;

e. surat keterangan tidak pernah menjadi Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa
jabatan dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
Kabupaten Halmahera Barat dan/atau yang berwenang;

f. surat pernyataan bertaqwa kepada Tlrhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai dengan
ketentuan perundang-undangan;

g. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara
Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang dibuat oleh yang
bersangkutan di atas kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan;

h. fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai dengan ljazah terakhir yang telah
dilegalisir oleh instansi yang berwenang atau Surat Keterangan Penggantt ljaz,ah
yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagr yang tidak dapat menunjukan
ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak sebagai akibat dari keadaan force
majeure dengan berpedoman sesuai kententuan perundang-undangan yang
berlaku;

i. fotocopy Akte kelahiran yang disah-kan oleh pejabat yang berwenang;
j. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit

Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Halrrrahera Barat;
k. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
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l. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat di atas
kertas bermaterai;

m. surat pernyataan tempat tinggal yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
n. surat keterangan tempat tinggat dari RT;
o. surat keterangan tempat tinggal dari Kepala Desa;
p. foto copy kartu tanda penduduk (KTP) dan Kartu keluarga (KK) yang masih

berlaku dan telah dilegalisir Camat;
q. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
r. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa

jabatan diatas kertas bermaterai;
s. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh braya penyelenggaraan pemilihan,

apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan
yang dibuat di atas kertas bermaterai;

t. surat pernyataaa siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala
Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;

u. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai;
v. Melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh bakal calon kepala desa.

(3) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) Kepala Desa yang akan menca-lonkan diri kembali diberi cuti sejak ditetapkan
sebagai ca-lon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih;

(5) Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam perrifihan Kepa1a Desa diberi cuti
terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa sampai
dengan selesainya pelaksanaal penetapan calon terpilih;

(6) Bagi calon Kepal,a Desa yarrg pernah menjabat dan/atau sedang menjabat wajib
melampirkan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan yang telah disahkan
oieh Pejabat yang berwenang dan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

l7l Bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa yang mencalonkan diri sebagai bakal
calon Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), wajib menyampaikan surat pernyataan pengunduran diri dan diberhentikan
dari keanggotaan melalui penggantian antar waktu.

Bagian Kedua
Syarat Tambahal foagi Calon Kepala Desa yang Pernah

Menjabat sebagai Kepala / Pengurus kmbaga
Pemerintah an dan / atau Pengurus Lembaga

Kemasyarakatan Desa

Pasal 26

(1) Bakal Calon Kepala Desa yang sedang menjabat dan/atau pernah menjabat
sebagai Kepala Desa dan/atau Pengurus kmbaga Pemerintahan dan/atau
Kemasyarakatan di Desa wajib dinyatakan :

a. Bebas/bersih dari Temuan yang merugikan keuangan Desa oleh BPK, BPKP
dan Inspektorat Provinsi/ Kabupaten.

b. Belum pernah diherhentikan secara hormat dan/atau tidak hormat karena
melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
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(2) Keterangan bebas temuan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf a
dibuktikan dengan keterangan yang diterbitkan oleh Inspektorat Kab. Halrn2hgls
Barat.

(3) Keterangan belum pernah diberhentikan seca-ra horrnat dan/atau tidak hormat
karena melanggar larangan dan/atau tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku diterbitkan oleh
Camat setelah mendapat rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat
dan Pemerintahan Desa Kab. Halmahera Barat

(4) Bilamana surat keterangan yang diterbitkan sebagaimana riimaksud pada ayat (2)
dan ayat (3) tidak dapat dipenuhi oleh bakal calon Kepala Desa dengan batas
waktu yang telah ditentukan oleh ketentuan yang berlaku, maka panitia
pemilihan Kepala Desa wajib mengeliminasi (menggugurkan) bakal calon
tersebut.

BAB VII
SELEKASI TAMBAHAN BAKAL CALON KEPALA DESA

Bagial Pertama
Seleksi Tambahan Bakal Calon Kepala Desa dengan Jumlah Calon I€bih dari 5

Pasal 27

(l) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) ora.ng,
Panitia Pemilifuzl melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan
kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintalran, tingkat pendidikan, dan
usia.

l2l Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
lembaga pemerintahan dari tirrgkat pusat sampai dengan desa.

(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot
penilaian sebagai berikut :

a. pengalaman bekeda di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai
sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 40yo (empat puluh
persen); dan

c. usia diberikan bobot nilai sebesar 1O%o (sepuluh persen).
d. Ujian tertulis dan wawanca-ra diberikan bobot sebesar 15%o (lima belas

persen).

(4) Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dihitung berdasarkan masa kerja:
a. Pengalaman 1 tahul 5ampai dengan 5 tahun diberikan bobot nilai 15 (lirna

belas).
b. Pengalaman 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberikan bobot nitai 20 (dua

puluh).
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c. Pengalaman 10 tahun sampai dengan 15 tahun diberikan bobot nilai 30
(tiga puluh).

d. Pengalaman 15 tahun ke atas diberikan bobot nilai 35 (tiga puluh lima).
(5) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai

berikut:
a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajad diberikan

bobot nilai 10 (sepuluh);
b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajad diberikan bobot

nilai 15 (lima belas);
c. berpendidikan Diploma l/2/314 dit;rur:kan bobot nrlat2O (dua puluh);
d. berpendidikan Sarjana (S1) atau sederajad diberikan bobot nilai 25 (dua

puluh lima); dan
e. berpendidikan Pascasarjana diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).

(6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut:
a. berusia 25 tahun sampai dengan 30 tahun diberikan bobot nilai 20 (dua

puluh Lima);

b. berusia lebih dari 30 tahun sampai dengan 40 tahun diberikan bobot
nilai 45 ( empat);

c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot
nilai 30 (empat puluh);

d. berusia lebih dari 55 tahun ke atas diberikan bobot nilai 5 (tima); dan

Pasal 28

(1) Datam hal bakal calon yang memenuhi persyaratal lebih dari 5 (lima) orang,
Panitia Pemilihan melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria
pengalaman bekeda di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, dan usia.

{2) Lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga
pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan desa.

(3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dengan bobot
penilaian sebagai berikut :

a. pengalarnan bekeq'a di lembaga pemerintahan diberikan bobot nilai
sebesar 35% (tiga puluh lima persen);

b. tingkat pendidikan diberikan bobot nilai sebesar 4OVo (empat puluh
persen); dan

c. usia diberikan bobot nilai sebesar 10%o (sepuluh persen).
d. Ujian tertulis dan wawancara diberikan bobot sebesar 15% (lima belas

persen).
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(4) Pengalaman bekeg'a di lembaga pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) huruf a dihitung berdasarkan masa keda:
a- Pengalaman 1 tahun sampai dengan 5 tahun diberikan bobot nilai 15 (lima

belas).
b. Pengalaman 5 tahun sampai dengan 10 tahun diberikan bobot nilai 2O (dua

puluh).
c. Pengalaman 10 tahun sampai dengan 15 tahun diberikan bobot nilai 30

(tiga puluh).
d. Penqalaman 15 tahun ke atas diberikar bobot nilai 35 (tiga puluh lima).

(5) Tingkat pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dihitung sebagai
berikut:
a. berpendidikan Sekolah Menengah Pertama atau sederajad diberikan

bobot nilai 10 (sepuluh);
b. berpendidikan Sekolah Menengah Umum atau sederajad diberikan bobot

nilai 15 (Iima belas);
b. berpendidikan Diploma L/2/3/4 dibrertkan bobot nilai 20 (dua puluh);
c. berpendidikan Sa{ana (S1) atau sederajad diberikan bobot nilai 25 (dua

puluh lima); darr
d. berpendidikan Pascasaq'ana diberikan bobot nilai 30 (tiga puluh).

(6) Usia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dihitung sebagai berikut:
tr. berusia 25 tahun sampai dengan 3O tahun diberikan bobot nilai 2O (dua

puluh lima);
b. berusia lebih dari 3O tahun sampai dengan 4O tahun diberikan bobot

nilai 45 ( empat);
c. berusia lebih dari 40 tahun sampai dengan 55 tahun diberikan bobot

nilai 30 (empat puluh);
d. berusia lebih da-ri 55 tahun ke atas diberikan bobot nilai 5 (lima); dan

Pasal 29

Besarnya bobot nilai calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ditentukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

BCx : (0,35XVl) + (0,40 x.V2l + (0,1XV3) + (0,15XV4)
Keterangan:

Cx : nilai bobot calon kepala desa
0,35 = bobot variabel pengalaman keda di bidang pemerintahan
Vl : bobot pengalaman keda calon kepala desa

O,4O : bobot variabel tingkat pendidikan
V2 : bobot tingkat pendidikan ca-lon kepala desa

0,1 : bobot variabel usia
V3 : bobot usia calon kepala desa

0,15 = bobot variabel Hasil Ujian dan Wawancara
V4 : bobot Variabel Ujian Tertulis dan Wawancara

T',t
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Pasal 30

{1) Hasil seleksi tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditntapkan oleh
Tim Penguji dengan sistem perangkingan berdasarkan perolehan nilai masing-
masing bakal calon kepala Desa.

(21 Berdasarkan hasil seleksi tambahan Bakal calon yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), maka bakal calon dengan perolehal nilai peringkat diatas
5, dengan sendirinya dianggap tereliminasi (gugur) oleh Panitia Pemilihan tingkat
Desa.

Bagian Kedua
Uji Kompetensi bagi Calon Kepala Desa

Pasal 31

(1) Uji Kompetensi baka-l calon Kepala Desa dilakukan terhadap semua bakal calon
Kepala Desa.

{21 Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui ujian
tertulis dan wawancara.

(3) Ujian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (21meliputi pengetahuan lJmum,
Pengetahuan di bidang Pemerintahan Desa dan Test Psikotest.

(4) Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksalakan secara
serentak oleh Panitia Kabupaten dengan memlrerhatikan Protokol Kesehatan
sebagaimana ke tentual perundang-undangan yang berlaku.

(5) Hasil Uji Kompetensi menjadi referensi tambahan dan akan disampaikan seca-ra

tertulis kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa dan Badal
Permuyawaratan Desa (BPD).

(6) Hasil Uji Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak menjadi syarat
tambahan dalam syarat calon Kepala Desa.

Bagian Ketiga
Panitia Penguji

Pasal 32

Uji Kompetensi dan Seleksi Tambahan dilakukan oleh Tim Penguji Indenpenden yang
ditunjuk oleh Panitia Pemilihan Kabupaten yang terdiri dari :

a. Unsur Akademisi
b. Unsur Praktisi Pemerintahan.
c. Unsur Praktisi Hukum.

Pasal 33

Panitia Uji Kompetensi dan Seleksi Tarrrbahan diangkat oleh Panitia Pemilihan
Kabupaten melalui Keputusan Panitia Pemilihan.
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BAEI VIII

JENIS, STANDAR DAN KEBUTUHAN PERLENGKAPAN

PEMILI}AN KEPAI.A DESA

Pasa] 34

(l) Untuk menyelenggarakan Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Halmahera

Barat, Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat menyediakan perlengkapan

Pemilihan Kepala Desa;

(2) Perlengkapan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri
atas:

a.. Perlengkapanpemungutansuara;
b. Dukunganperlengkapanlainrrya.

Pasal 35

Penyediaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihal kepala desa dilaksanakan

berdasarkan prinsip-prinsip :

a. Tepat jurnlah;

b. Tepat jenis;

c. Tepat sasaran;

d. Tepat waktu;

e. Tepat kualitas; dan

f. Hematanggaran/efisiensi.

Bagian Pertama

Jenis

Pasal 36

Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3a ayat (2)

huruf a terdiri atas :

a. Kotak Suara;

b. Bilik Pemungutan Suara;

c. Surat Suara;

d. Tinta;

e. Segel;
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f. Alat dan alas untuk mencoblos;

g. TPS;
h. Dan lain-lain sesuai kebutuhan yang tidak bertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2J

huruf b terdiri atas :

a. Sampul Kertas;

b. Formulir;

c. Stiker identitas Kotak Suara;

d. Perlengkapan di TPS;

e. Alat bantu Tuna Netra;

f. Daftar Pasangan Calon.

g. Daftar Pemilih Tetap

Pasal 38

Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dirrraksud dalam Pasal 34 ayat (2)
huruf b terdiri atas :

a. Sampul Kertas;
b. Formulir;
c. Stiker identitas Kotak Suara;
d. Perlengkapan di TPS;
e. Alat bantu T\rna Netra;
f. Daftar Pasangan Calon.
g. Daftar Pemilih Tetap
h. KelengkapanProtokolKesehatan.

Bagian Kedua
Standar dan Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara

Paragraf 1

Kotak Suara

Pasal 39

Kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf (a) dengan spesifikasi :

a. Dibuat dari bahan karton kedap air dan merupakan barang habis pakai.
b. Bentuk kotak suara sebagai berikut:

- Sisi samping berbentuk empat persegi panjang;
- Sisi atas dal bawah berbentuk bujur salgkar;



Sisi kanan dan kiri diberi tulisan Kabupaten Halmahera Barat warna hitam;
Tutup bagian tengah diberi celah/lubang untuk memasukan surat suara;
Sisi depan bagiall tengah dipasang tempat untuk memasang gembok;
sisi samping kanan dan kiri diberi pegangan untuk mengangkat;
Jenis karton double wall coanting.

Paragral2
Bilik Pemungutan Suara

Pasal 40

Bilik pemungutan suara sebagaim6l6 rlimaksufl dalan pasal 36 huruf b dengan
spesifikasi sebagai berikut :

a. Dibuat dari bahan karton kedap air yang berkualitas baik dan dan merupakan
barang habis pakai;

b. Diberikan tulisal Kabupaten Halmahera Barat pada 3 (tiga) sisi verLikal;
c. sisi kanan dal kiri diberi tiang penguat dari bahan yang sama;
d. Jenis karton double wall coalting.

Paragraf 3
Surat Suara

Pasal 41

Surat Suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c merupakan sarana
yallg digunakan untuk memberikan suara pada pemilihan Kepala Desa serentak;
Surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan spesifikasi sebagai
berikut :

t1)

t2|

a.. Jenis kertas
b. Bentuk
c. Foto calon
d. Warna kertas

HVS 80 gram (Non security paper);
Memanjang horizontal atau memanjang vertikal;
Berwarna berlatar belakang orange;
Putih (minimalgO%Q

e. Bagian tengah atas terdapat lambang Kabupaten Halmahera Barat;
f. Dibawah lambang Kabupaten Halm2flgla Barat bertuliskan surat suara,

pemilihan kepala desa, nama desa, nama Kecamatan, Kabupaten Halmahera
Barat dan Tahun Pemilihan Kepala Desa;
Dibawah gambar calon ditulis narna calon;
Dibelakang surat suara sudut kanan atas tercantum nama ketua pemilihan
kepala desa dan talda tangan;
Disudut kiri atas tercantum nomor register;
Ukuran foto calon kepara desa disesuaikan dengan jumlah caron.

(,
b.

h.

i.
j.
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Paragraf 4
Tinta

Pasal 42

(1) Tinta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d digunakan untuk
memberikan tanda bagi Pemilih yalrg tetah menggunakan hak pilihnya;

(2) Tinta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna ungu atau biru tua;
(3) Tinta memiliki daya lekat kuat dan tidak luntur ketika dilap dengan tisu atau

kain setelah jari diangkat dari celupan tinta;
(4) Tinta harus memiliki daya tahan /lekat 24 (dua puluh empat) jam, dan memiliki

daya tahan terhadap proses pencucian dengan keras baik menggunakan sabun,
detergen, a-lkohol maupun pembersih lainnya;

(5) Jum1ah tinta yang disediakan di setiap TPS sebanyak 1 (satu) sampai 2 (dua)
botol;

(6) Penyediaan tinta dengan mengedepankan prinsip efisiensi.

Paragraf 5
Segel

Pasal 43

Segel sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 36 huruf e digunakan untuk menyegel
sampul dan kotak suara sebagai pengaman dokumen /barang keperluan pemilihan
Kepala Desa.

Paragraf 6
Alat dan Alas untuk mencoblos

Pasa1 44

Alat dan a-las untuk mencoblos sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf f
adalah paku, bantalan dan meja;
Alat dan alas untuk mencoblos sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disediakan 1 (satu) buah pada setiap bilik pemungutan suara di rps.

Paragraf 7
Tempat Pemungutan Suara

Pasal 45

TPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf g dibuat untuk
pelaksanaan pemungutan suara.
TPS ditentukan berdasarkan DPT dari masing-masing Desa.
TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

a. Jumlah DPT 1 sampai 5OO orang 1 (satu) TpS; dan
b. Jumlah DPT lebih dari 1000 orang dapat ditambah 1 Tps darr

seterusnya.

(1)

{)\

(1)

(2)
(3)



Bagian Ketiga
Staldar dan Kebutuhan perlengkapan lainnya

Paragraf 1

Sampul Kertas
Pasal 46

(1) Sampul kertas sebagaimana dalam Pasal 37 huruf a digunakaa untuk
memuat :

a. Surat Suara Pemilihan Kepala Desa;
b. Berita Acara pemungutan dan penghitungan suara dan sertifikat hasil

penghitungan suara di TpS; dan
c. Formulir Lainnya di TpS.

(21 Sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk sampul
biasa.

Paragraf 2
Formulir
Pasal 47

(1) Formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b digunakan untuk
mengisi hasil penghitungan suara di TpS;

(21 Untuk menjamin keaslian hasil pengitungan sesuai dengan Suara pemilih,
forrrrulir diberi pengaman dengan tanda khusus hologram.

Paragraf 3
Stiker identitas Kotak Suara

Pasal 48

(1) Stiker identitas kotak suara sebagaimana dimaksud d.alam pasal 37 huruf c
dipasang pada setiap kotak suara;

(2) Jumlah stiker identitas kotak suara yang dipasang pada kotak sua-ra berjumlah
1 (satu) buah.

Paragraf 4
AIat Bantu Tfnanetra

Pasal 49

(1) Alat bantu Tunanetra ssfegaimana dimaksud dalam Pasal gZ huruf e
disediakal untuk pemilih tunanetra pada saat pemilihan Kepala Desa;

(2) Alat bantu tunanetra sebagaimana riimaksud pada ayat (1) dibuat dari kertas
art karton bertuliskan huruf braite;

(3) Ukuran alat bantu tunanetra dibuat sema dengan ukuran Surat Suara.
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Pargaraf S

Perlengkapan di TpS
Pasal 5O

Perlengkapan di TPS sebagaimana ctimaksud d.alam pasal 37 huruf d meliputi :a. Tanda Pengenal Panitia pernilitran Kepala Desa;
b. Tanda Pengenal Petugas kenm41411di TpS;
c. Tanda Pengenal saksi;
d. Karet pengikat surat suara;
e. l*n/perekat;
f. Kantong plastik;
g. Ballpoint;
h" Gembok;
i. Spidol;
j. Tali pengikat alat untuk mencoblos.

Paragraf 6
Daftar Pasangan Calon

Pasal 51

Daftar Pasangan Ca-lon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf f dibuat
untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang pasangan Calon.

Pasal 52

Pada setiap TPS disediakan sejumrah 1 (satu) set Daftar pasangan calon.

Paragraf 7
Daftar pemilih Tetap

Pasal 53

Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dmaksud dalam Pasal 37 huruf g disusun
berdasarkan pembagian jumlah TpS sebagai berikut :

a. Jumlah lebih dari 1 (satu) TPS : DPT disusun berdasarkan pembagian
Jumlah TPS

b. Jumlah 1 (satu) TPS : Dpr disusun sesuai pembagian wilayah
Jumlah RT atau sebutan lain.

-)a
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Paragraf 8
Kelengkapan Protokol Kesehatan

Pasal 54

Kelengkapan Alat dan Bahan untuk mendukung pelaksanaan Protokol Kesehatan
dalam pelaksanaan Pemilihal Kepala Desa sereotat meliputi antara tain :

1. Masker
2. Hand Sanitizer
3. Alat Pengukur Suhu
4. Desinfektan berbahan dasar AkoholZA%o
5. Alat semprot Desinfektan
6" Face Shield
7. Hand Scoon
8. Dan lain-lain sebageim2la diatur dalam ketentuan yang telah ditetapkan.

BAI} IX
PENGADAAN DAN PENDISTIBUSIAN

PERLENGKAPAN PEI{YELENGGARAAN PEMILIFIAN KEPALA DE SA SERENTAK
Bagian Pertama

pengadaan

Pasal 55

(1) Pengadaan perlengkapan pemungutan Suara dan
sebagaimana rtimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan
Kabupaten Halmahera Barat;

(2) Pengadaan TPS sebagaimana rtimaksud dalam pasal 45 dilaksanakan oleh panitia
Pemilihan Kepala Desa;

Pasal 56

(1) Pengadaan dan pendistribusian surat suara beserta perlengkapan pelaksanaan
pemilihan dilaksanakan secara cepat, tepat, dan akurat dengan
mengutamakan aspek kualitas, keamanan, tepat waktu, hemat anggaran,
transparansi, dan akuntabel.

(21 Pengadaan surat suara dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten Ha,lmahera
Barat dengal mengutamakan kapasitas cetak yang sesuai d,engan kebutuhan
surat suara dan hasil cetak yang berkualitas.

Pasal 57

Pengadaan perlengkapan pemungutan
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3+
Kabupaten Halmahera Barat;

perlengkapan lainnya
oleh Panitia Pemilihan

Suara dan perlengkapan lainnya
dilaksanakan oleh Panitia pemilihan

{1)
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(21

i3l

Pengadaan TPS sebagaimana dimaksud d,alam Pasal 45 dilaksanakan oleh panitia
Pemilihan Kepala Desa;
Khusus Pengadaan Alat dan Bahan dqlam rangka pelaksanaan protokol Kesehatan
pada pemilihan kepala desa di tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal
45 dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan dilaksanakal
oleh Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan ya11g
berlaku.

Pasal 58

Selarna proses pencetakan surat suara berlangsung harus menjaga
kerahasiaan, keamanan, dan keselamatan surat suara.
Palitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten dapat meminta bantuan aparat
keamanan untuk mengadakan pengamanan terhadap surat suara selama proses
pencetakan berlangsung, penyimpanan, dan pendistribusian ke tempat tu.iuan.
Secara periodik surat suara yang telah selesai dicetak dan diverifikasi, yang sudah
dikirim dan/atau yang masih tersimpan, dibuatkan berita acara yang
ditandatangani oleh pihak pencetakan dan Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagial Kedua

Pendistribusian

Pasal 59

Panitia Pemilihan Kabupaten menetapkan jumlah perlengkapan penyelenggaraan
pemilihan kepnla desa yang akan didistribusikan pada masing-masing desa.
Pendistribusian perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat yang disertai dengan
surat pengantar dan berita aca-ra pengiriman perlengkapan pemilihan Kepala
Desa.

Berita a:caxe_ sebagaimana dimaksud pada ayat (21d,ibuat rangkap 2 (dua), 1 (satu)
bendel untuk Panitia Pemilihan Kabupaten Kabupaten Hahmahera Barat, 1 (satu)
bendel untuk Panitia Pemilihan.
Pendistribusian perlengkapan pemilihan kepala d,esa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan Kabupaten kepada Panitia pemilihal
paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara.
Perlengkapan pemilifuzn Kepala Desa harus sudah diterima panitia pemilihan
paring lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 60

(1) Jumlah surat suara pemilihan Kepala Desa dicetak sema dengal jumlah pemilih
tetap dan ditambah paling banyak 2,5o/o (dua setengah persen) dari jumlah pemilih
tetap di masing-masing desa.

(1)

{2i

tsi

t1)

t2)

(3)

(4)

i5)

x



{2}

(3)

Tambahan surat suara sebagaimana dimaksud pada
cadangan di setiap TPS untuk mengganti surat suara
pilihannya serta surat suara yang rusak.
Penggunaan tambahan surat suara sebagaimana
dibuatkan berita acara.

ayat (1), digunakan sebagai
pemilih yang keliru memilih

dimaksud pada ayat (2),

Pasal 61

(1) Panitia Pemilihan melakukan penelitian kebenaran mengenai jumlah, jenis, bentuk
surat suara, dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang diterima dari panitia
Pemilihan Kepala Desa Kabupaten Halmahera Barat.

(2) Setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud. pada ayat (1) telah sesuai,
Panitia Pemilihan menandatangani berita acara pengiriman surat suara dan
perlengkapan pemilihan Kepala Desa yarug disediakan panitia pemilihan
Kabupaten.

(3) Dalam hat surat suara dan perlengkapan pemilihan Kepala Desa yang
dikidm oleh Panitia Pernilihan Kabupaten tidak sesuai, Panitia pemilihan dapat
meminta fambahan kepada Panitia Pemilihan Kabupaten.

Bagian Ketiga
Undangan

Pasal 62

(U Panitia Pemilihan memberikan surat pemberitahual/undangan kepada pemilih
untuk menggunakan hak pilihnya paling la:nbat 1 (satu) hari sebelum pelaksa1aan
pemungutan suara sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagran tidak terpisahkan dari peratural Bupati ini.

(21 Pemilih yang tercantum dalam DPT tetapi belum menerima surat
pemberitahuan / undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat
meminta kepada Panitia Pemilihal selambat-lambatnya pukul 24.OO WIT,
sebelum hari pemungutan suara dilaksanakan.

(3) Apabita karena sesuatu alasan yang dapat d,ipertanggungiawabkan sampai
dengan pukul 24.AO WIT pemilih hlum menerima surat pemberitahuan, ya11g
bersangkutan dapat meminta surat pemberitahuan kepada panitia pemilihan
mulai pukul 11.00 WIT sampai dengan 15 (lima belas) menit sebelum penutupan
jalannya pemungutan suara.
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BAB X

PENETAPAN KEPALA DESA TERPILIH

DENGAN PEROLEHAN SUARA SAMA

Pasal 63

(U Calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah
ditetapkan sebagai calon kepala desa terpilih;

(21 Dalam hal jumlah calon kepala desa terpilih yang memperoleh suara terbanyak
yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada desa dengan TPS lebh dari 1 (satu), calon
terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah pemilih
terbanyak;

(3) Dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh suara sama lebih dari 1 (satu)
calon pada Desa dengan TPS hanya I (satu), maka pada TPS tersebut akan
ditetapkan 2 (dua) kotak atau lebih sesuai jumlah RT, calon terpilih ditetapkan
berdasarkan sebaran perolehan suara sah terbanyak pada kotak - kotak sua-ra
sesuai jumlah RT;

(4) Dalam hal Jumlah Kotak suara dengan Jumlah RT lebih dari 2 (dua) sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), maka penentuan sebaran suara terbanyak dilakukan
perhitungan dengan sistem ranking sebaran perolehan suara sah.

BAII XI
PEIIYELESAIAN SENGKETA PILKADES

Bagian Pertama
Tahapan Panyelesaian Sengketa Pilkades pada tahapan

Pra Pemungutan Suara

Pasal 64

(1) Laporan pelanggaran tahapan pilkades disampaikan kepada panitia pengawas
Desa secara tertulis dengan tembusan disampaikal kepada Panitia Pengawas
tingkat Kecamatan dan panitia Pernilihan Kabupaten Halrnahera Barat.

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan bukti tanda
terima oleh panitia pengawas Desa, panitia pengawas Kecamatan dan panitia
Pemilihan Kabupaten melalui Ketua/ sekretaris dan/atau pejabat yang
ditunjuk sebagaimana format yang tercantum yang tercantum dalam lampiran
Peraturan Bupati ini.



Pasa] 65

{1) Dafam hal terJ'adi pelanggaran 5p}ageimana dimaksud pada pasal 64, rnaka
laporan disampaikan kepada Panitia Pengawas secara beq'enjang.

(2) Tahapan penyelesaian pelanggaran pilkades diselesaikan di tingkat Desa dalam
jangka waktu 3 (tiga) hari.

(3) Bilamana penyelesaian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diselesaikan secara musyawarah mufiakat, maka penyelesaian w4jib
diselesaikan oleh Panitia Pengawas tingkat Kecamatan dalam jangka waktu 3
(tiga) Hari.

( ) Bilamana dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
menghasilkan peyelesaian, maka laporan pelanggaran diteruskan kepada
Panitia Kabupaten Halmahera Barat.

(5) Panitia Pemilihan Kabupaten menerbitkan rekomendasi atas penyelesaian
pelanggaran tahapan Pilkades kepada Bupati Halm2hs14 Barat dalam jangka
waktu 3 (tiga) hari.

(6) Keputusan Bupati atas sengketa Pemilihan Kepala Desa bersifat frnal dan
mengikat dalarn jangka waktu 3 (tiga) hari.

Bagian Kedua
Penyelesaial Sengketa Pasca Pemungutan Suara

Pasal 66

(1) Dalam hal te{adi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati dan Panitia
Pemilihan Kepala Desa wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu
3O (tiga puluh) hari, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. apabila tetjadi pelanggaran atau penyimpangan dalam proses pemilihan
Kepala Desa maka calon Kepala Desa darr/atau saksi dan m-asyarakat
dapat mengadukan pengaduan keberatan kepada Panitia Pemilihan- Kepala
Desa dan panitia pengawas Desa serta panitia pengawas kecamatan;

b. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan secara tertulis
sejak te{adinya pelanggaran dan paling lambat 1 (satu) hari sejak terl'adi
pelanggaran yang memuat :

Lnama dan alamat pelapor;

Zwaktu dan tempat kejadian perkara;

Snama dan alamat pelalggar;

4nama dan lamat saksi-saksi; dan
Suraian kejadian;
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c. panitia pemilihan mengkaji setiap pengaduan yang diterima.
d. I"aporan yang melebihi batas waktu 1 (satu) hari sejak terjadi pelanggaran tidak

akan diproses dan dinyatakan gugur.

(2) Dalam hal pengaduan bersifat sengketa yang tidak mengandung unsur tindak
pidana, maka Panitia Pemilihan Kepala Desa menyelesaikannya dengan
musyawarah yaflg dituangkan dalam berita acara.

(3) Dala:n hal sengketa Pilkades mengandung unsur tindak pidana, maka panitia
pengawas dapat merekomendasikan kepada Aparat Penegak Hukum paling
lambat 3 ( had) sejak tanggal penyelesaian.

Pasal 67

Jenis pel,anggaran Pemilihan Kepala Desa yang dapat dilaporkan dan diselesaikan
secara berjenjang antara lain :

a. Money Politik atau pemberian materi lainnya.
b. Pemalsuan data.
c. Pelaksanaan tahapan Pemilihan Kepala Desa tidak sesuai dengan jadwal yang

ditetapkan.

Pasal 68

Panitia Pemilihan .lGpala Desa menyelesaikan sengketa dilakukan melalui
tahapan sebagai berikut :

a. mempertemukan pihak-pihak yaxg bersengketa untuk melakukan
musyawarah dalam rangka mencapai kesepakatan;

b. peny_elesaian sengketa dilaksanakan paling larnbat 7 (tujuh) hari sejak pihak-
pihak yang bersengketa di pertemukan;

c. dalam hal ten:apai kesepakatan, maka oihak-pihak yang bersengketa
membuat pernyataan kesepakatan yang diketahui oleh Panftia Pemjlhan
Kepala Desa;

d. qg-rnyqtaan kgsgpakatan di tandatangani oleh pihak yang bersengketa dan
diketahui oleh Panitia Pemilihal Kepala Desa; -

e. kesepakatan sebagaimala dimaksud pada hurr.f d bersifat final dan mengika!
dan

f. pernyataan kesepakatan dilaporkan secara tertulis kepada BPD dan Panitia
Pemilihan Kabupaten.

Pasal 69

dalam Pasal 67
porkan sengketa

Panitia Pemilihal Kabupaten wajib menindaklanjuti laporan sengketa yang

t1)

(2)



diterima untuk diselesaikan.
Hasil peny._elesaian sengketa oleh Panitia Pemilihan Kabupaten bersifat final
dan mengikat.

Qalon Kepala Desa yang tig"l. pua-s. terhadap penyelesaian yang diberikan
9apat menempuh prosedur hukum di pengadilari.
Prosedur hukum sebagaimala dirniksud pada ayat (4) tidak menunda prosespelantikal Calon Kepala Desa terpilih. - \

Pasal 70

Terhadap prosedur hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 6g ayat (5), maka

a. dalam hal calon Kepa]g Dqp" terpiti{r ditetapkan menjadi tersangka, yang
lg-rsqngkutan tetap dilantik p.gniagi _Kepara Desa "dan - 

saat "itri ilt;diberhentikan sementara sebagai feiala Desh;
b. dalam hal ca ditetapkan menjad,i terdakwa, yangbe-rsarrgkutan _Kepaia Desa "dan saat tt" jut;diberhentikan Des^a;
c. dalam haf calon Kepala Desa terpilih ditetapkan menjadi terpidana

berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap, yang bersangkutal tetap dilantik menjadi Kepala Desa dan saat itu
juga diberhentikan sebagai Kepala Desa

BAB XII
SANKSI
Pasa]71

(1) Bagi anggota masyarakat yang d.engan sengaja mengganggu, menghambat dan/atau
menggagalk€ln proses pelaksanaan pemilihan kepala desa maka apabila terbulr[i
berdasarkan laporal dari panitia pengawas desa, yang bersangkutan diberikan
sanksi berupa tidak menduduki jabatan apapun dalam pemerintahan desa;

(2) Bagi Perangkat Desa, anggota BPD, Penjabat Kepala Desa, ASN/PNS, TNI/POLRI
yang terlibat dalam politik praktis Pemilihan Kepala Desa berdasarkan
laporan/rekomendasi Panitia Pengawas Desa dan Panitia pengawas Kecamatan,
diperoses sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 72

(1) Panitia pengavras menerbitkan rekomendasi terhadap pelanggaran yang terbulrti
dilakukan oleh penyelenggara pemilihan Kepala Desa.

(2) Dalam hal pelanggaran Pilkades dilakukan oleh Panwas Desa, maka rekomendasi
dikeluarkan oleh Panwas Kecarnatan.

f5J

(41

(s)
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(3) Terhadap pelanggaran yang bersifat administrasi, maka panitia pengawas
merekomendasikan diberlakukan sanksi administrasi berupa perbaikan sampai
dengan pemberhentian dari keanggotaan panitia.

(a)Dalam hal pelanggaran yang dilakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
mengandung unsur pidana, maka rekomendasi diberikan kepada Aparat penegak
Hukum untuk diproses sesuai ketentual perundang-und,angan yang berlaku.

BAT} XIII
PENDANAAN PEMILIHAN KEPAI.A DESA SERENTAK

Pasa-l 73

(l)Biaya pemilihan Kepala Desa dan tugas panitia pemilihan kabupaten /kota yang
plaksanaarulya ditugaskan kepada Desa dibebankan pada anggaran pendapatan
dan belanja daerah kabupaten /kota.

(2)Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kondisi Corona Virus
Disease 2Ol9 dapat didukung dari anggaran pendapatal dan belanja desa sesuai
kemampuan keuangan desa.

BAB XIV
CONTOH KEPUTUSAN, BERITA ACARA, SURAT, CAP/STEMPEL

PANITIA PEMILIHAN

Pasal 74

Contoh surat keputusan, berita acara, surat pernyataan, bentuk surat
undangan pemiJih, format model surat suara, model cap/stempel panitia
pemilihan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagran tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 75

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 16 Tahun 2OL6 tentang Perrrbahan Atas Peraturan Bupati Halmahera Barat
Nomor 13 Tahun 2OL8 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
Kabupaten Halmahera Barat dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
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BAB X\rI
KETENTUAN LAIN-I-AIN

Pasal 76

Hal-hal yal:'g belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang teknis
pelaksalaannya akan diatur kemudial dengan Keputusan Bupati.

Pasa] 77

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggat diundangkal.
{gar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini
J.engan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat.

Ditetapkan di Jailolo

Pejabat Paraf

Sekretaris Daerah /-
,Ass.Bid. Pem, & Kesra rhulr'-m
Ass.tsid Adm Umum ' gol'l/,'
Kepala DPMPD qk=
Kabag. Hukum & Organisasi V

BUPA

2022

BARAT

Diundangkan
pada tanggal
SEKRETARIS

di Jailolo
2022

DAERAH KAI}UPATEN HALMAHERA BARAT

pRs" ffi. L ABD RAJAK. M.$I

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2022 NoMoT: {a
Salinan sesuai dengan aslinya,

Kabag Hukum & Organisasi
Setda Kab. Barat

Jason LalomorS.H,LL.frtr
IVa

200604 1 009
bina/

NIP. 19730128
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I,AMPIRAN

NOMOR
TANGGAL
TENTANG

PERATURAN BUPATI HALMAHERA BARAT

4 t rAHUN 2022

LT A?EIL 2022
PEI.AKSANAAN PEMILIFIAN KEPALA DESA SERENTAK KAE}UPATEN
FIALMAIIERT{ BAIer{T

Form. 1 : Contoh Surat Pernyataan Palitia Pemilihal Kepala Desa

Form.2 : Contoh Surat Keputusan BPI)

Form. 3
: Contoh Berita Acara Pelantikan dan Pengangkatan Sumpah/Janji Palitia Pemilihan

Kepala Desa

Form.4
: Contoh Keputusan Panitia Pilkades tentang Pembentukan Petugas Pendaftaran

Pemilih

Form.5 : Contoh Keputusan Panitia Pilkades tentang Pembentukan KPPS

Form.6 : Contoh Berita Acara Musyawarah Pembentukan KPPS

Fonn.7

Form. I
Form.9 : Contoh Da-ftar Pemilih Sementara

Form. 10 : Contoh Berita Acara Pengumunan Daftar Pemilih Sementara

Form. 11 Contoh Format Usulan Perbaikanllnformasi DPS dari Pemitih/Anggota Keluarga

Form. 12 : Contoh Format Rekapitulasi Data Perbaikan DPS

Form. 13 DaJtar Pemilih Sementara

Forrn. 14 : Contoh Berita Acara Pengumuman Daftar Pemilih Tamirahan melalui RT/RW

Form. 15 : Contoh Berita Acara Penetapan Daftar Fernilih Tambahan

Form. 16 Contoh Forrnat Daftar Pernilih Tambahan

Farrn. 17 : Contoh Berita Acara Daftar Pemilih Tetap

Form. 18 Contoh Daftar Pemilih TetaP

Form. 19 Contoh Keputusan Panitia tentang Penetapan DPT

Form,20 : Contoh Surat Pernyataan Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

Form.2l
: Contoh Surat Pernyataan Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD 1945,

NKRI serta Pemerintah

Form.22

: Contoh Surat Pernyataan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan

berulang-ulang bagi yang pernah menjalani pidana penjara bagr yang pernah

menjalani pidana penjara

Form. 23
: Contoh Surat Pernyataan Belum Pernah menjadi sebagai Kepala Desa selama 3

(tiga) kali masa jabatan

Form.24

: Contoh Surat Pernyataan Bersedia dicalonka menjadi Kepala Desa dan tidak akan

mengundurkan diri dalam proses pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi

Kepala Desa

Form.25 : contoh surat Perrryataan Per-nah Bekerja di Lembaga Pemerintahan

Form.26
Contoh Surat Belum Pernah Diberhentikan dengan hormat dari jabatan

penyeleggara Pemerintahan Desa atau jabatan Negeri.

Farrn.27
: Contoh Surat Pernyataan Sanggup Bertempat Tinggal di Desa selama menjabat

sebagai Kepala Desa

Form.28 : Contoh Keputusan Panitia tentang Calon Kepala Desa

Forn.29
: Contoh Berita Acara Hasil Kelengkapan dan Keabsahan Administrasi Bakal Calon

Kepala Desa.

3B

: Contoh Berita Acara Penetapari Dafiar Pemilih Sementara

; Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DPS



Form.30 omor Urut Calon Kepala Desa
Form.31 Bakal Calon Kepala Desa

Form.32 contoh Berita Acara Penelitian Pengiriman surat suara dan perlengkapan

Form.33 Contoh Berita Acara Hasil Penghitungan Suara

Form.34 i Hasitr Fenghitungan Suara

Form.35 Contoh Bentuk Surat Undangan untuk Memberikan Suara dalam Pemungutan
Suara pada Pemilihan Kepala Desa

Form.36 Contoh Format Model Surat Suara

Form.37 Contoh Format Bentuk dan Ukuran Cap/Stempel panitia pemilihan
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Form. 1 : contoh surat Pernyataau panitia pemilihan Kepala Desa

SURAT PERITYATAAII

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nema
NIK
Tempat, tanggal lahir
Agama
Alamat

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa :

1. Kami siap dan bersedia me5rukseskan pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa. .....Kecamatan"......Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2022 sesu.ai
peraturan perundang-undangan yang berlaku serta jadwat dan tahapan yang
telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Halmahera Barat.

2. Kami siap dan tlersedia untuk bersikap netral/tidak mernihak serta tidak akan
melakukan Tindakan yang mengurrtungkan dan/atau merugikan salah satu.
bakal calon dan calon Kepala Desa tertentu;

3. l(ami bersedia tidak akan menca-lonkan diri sebagai Kepala Desa.

Demikian, pernyataan ini kami buat dalam keadaan sehat dan tidak ada paksaan
rlari pihak rnarlapun juga, dengan penuh kesadaran, keikhlasan dan penuh rasa
tanggungjawab serta apabila di kemuclian hari terdapat penyimpangan dari
pernyataan tersetrut, sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan
perund ang-undangan yang berlaku.

2422

Yang Membuat Surat Pernyataan

Materai 10.000
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Fornn. 2 : Contoh Surat Keputusan EFD

1. Keputusan BpD tentang pembentukan Fanitia pemilihan.

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT :

KELIMA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESADESA .. KECAMATAN . KABUPATEN HALMAHERA BARATAlamat: ..".,..

KEPUTUS$I BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR...... TAHUN......

TENTA}IG
PANITIA PtrMILIFIAN KtrPALA DESA

KECAMATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA............,

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa;
2. Tahun 2OI4 tentang

ana telah diubah terakhir
9 Tahun 2OL5;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4g rahun 2ol4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahui
2OL4 tentang Desa;

4. dst

MEMUTUSKAN :

'ijroiu"
ang

1ru, san

T\rgas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU adalah :

1........
2........
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalamq$tum KEDUA, Panitia Pemilihal 6ertanggung jawab kepada
BPD.

FJSTII bia51a. y-ang 'irnbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran eendapa-tan din
Belanja Desa.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ........... pada
tanggal

Ketua Badan Permusyawaratan Desa.. -.....,

cap dan tandatangart

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. Bupati FIALMAI{ERA BARAT;
2. Camat
3. Kepara D"""..:.::::.....i 0""
4. Panitia Pemilihan.
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I,AMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
NOMOR...... TAHUN...... TENTANG PANITIA PEMILII{AN KEPAI.A
DESA.... KECAMATAN KABUPATEN I{ALMAHERA
BARAT

SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN

2A

Ketua Badan Perrnusyawaratan Desa........,

cap dantandatangan

(nama iengkap)

No. Nama Jabatan Dalam Kepanitiaan Dari Unsur

1. Ketua
2. Sekretaris
-.). Bendahara
4. Seksi

5.

5.

v.

i'.

Dst-
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2. Keputusan BPD tentalg Pergantian Anggota Panitia Pemilihan Kepala
Desa.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESADESA .. KECAMATAN .. KABUPATEN HALMAHERA
BARAT

Alamat:

I{EPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DE.SA.
NOMOR...... TAHUN......

TENTANG
PERUBAI{AN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN

PERMUSYAWARATAN DESA NOMOR...... TAHUN...... TENTANG
PANITIA PF]MILIF{AN KEPALA DESAKECAMATAN .. KABUPATEN HALMA}{ERA

BARAT

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

Mengingat

Menimbang : a. bahwa Panitia pemilihan Kepala Desa.......,..
Kecamatan Kabupaten Helmehera Barat
leluh ditetapkan dalam keputusan Badan
Permusyawaratan Desa Nomor..... ..... -Tahun. ........ .. ;

b. an adanya anggota panitia
dapat melanjutkan tugasnya

maka perlu ditetapkan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurr'f 6 perlu
menetapkan Keputusan Badal Perrnusyawaratan
P"g" tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan
Badan Permusyawatatan Desa Nomor........."
Tahun........... tentang Panitia pemilihan Kepala
Desa......... Kecamatan. Kabupaten Haknahera
Barat;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentalg
Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2074 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diuba_f,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
20r5;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2AL4
tentang_ Pe-raturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa;

4.Keputusan Badan Pennusyawaratan Desa............
Nomor......... Tahun.
Panitia Pemilihan
Kecamatan
5. Dst"

43



Menetapkan
KESATU

KtrDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Mengubah Lampiran Keputusan Badan
Permusyawaratan Desa........... Nomor...... Tahun......
_tentang Panitia pemilihan Kepala Desa.Kecamatan...... Kabupaten Halmshgls ga.at
menjadi sebagaimana terse6ut dalam Lampiran *r.gmerupakan bagian tidak terpisahkan dari'Keputisan
lru.

Hal-hal y"Tg berkaitan dengan tugas, kewajiban,
lsnggung ja.wab dan pembiayaan tetap.berdasirkan
Keputusan Badan permusyawaratan- Desa....
Nomor.......... Tahun..... tentang pembentukan
Panitia Pemilihan Kepala - Desa.......,.Kecamatan Kabupa[en Halmahe. g"ot
Pada. saat_- Keputusan ini mulai berlaku, makaL,ampran Keputusan Badan perrnusyawaratan DesaNomor...... Tahun........ tentang pemlientukan-Fa"itia
Pemilihan dicabut dan dinyatakdh tidak berlaku.- 

----

Keputusan ini mulai hrlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua Badan permusyawaratan Desa.......

cap dan tanda tartgan

(nama lengkap)

Yth. :

1" Bupati HALMAHERA BARAT;
2. Camats. rep-ara il;.::::::......i arr,4. Panitia Pemilihan.

LL4



I"AMPIRAN KEPUruSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.
NOMOR...... TAHUN......
TENTANG
PERUBAI{AN ATAS LAMPIRAN KEPUruSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA NOMOR....... TAHUN. TENTANG PANITIA PEMILIFIAN KEPALA
DESA.......... KECAMATAN.... KAI}UPATEN HALMA}IERA BARAT

SUSI.INAN DAN KBANGGOTAAN

No. Nama Jabatan Da_lam Kepanitiaan Dari Unsur
1. Ketua
2. Sekretais

3. Bendatrara
4. Seksi...
5.

6.

7.

B.

Dst.

Eladan Permusyawaratan Desa...... ..

cap dan tanda tangart

(nama lengkap)

45



Forrn. 3 : Contoh Eerita Acara Felantikan Dan
Panitia pemilihan Kepala Desa

Pengambilan Surnpah/Janji

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DBSA.. ...KECAMATAN.

J1

Berita acara
Pelantikan dan pengambilan Sumpah/Janji Panitia pemilihan Kepala Desa

Kecamatan. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .Kabupaten Halnahera Barat
Nomor: l4L.L /KptS/ ZO2Z

hari dua puluh dua bertempat

B. Yang melantik dan mengambil sumpah/janji panitia pemiihan Kepera Desa :Nama:
Jabatan : Ketua BPD........
C. Saksi-saksi:

1. Nama
Jabatan

2, Nama
Jabatan

D. Rohaniawan
Nama
Jabatan

E- Panitia Pemilihan Kepala Desa.. .""tersebut di atas diangkat sumpatr
dengan mengucapkan sumpahljanji sebagai trerikut :

] Demi Allah ( Tuhan), saya bersumpahlberjanji, bahwa sa3ra akan memenuhi
kewajiban saya, selaku Panitia Pemilihan Kepala Desa den[an sebaik-baiknya,
sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya,
Bahwa saya akan selalu taat dal.am mengamalkan dan mernpertahankan
Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia, dan bahwa- saya aka6
menegakkan kehidupan Demokrasi Palcasila dal Undang-Undang Dasar LE4S,
serta akan melaksanakan segala ketentuan perundang-unda.rgan yarg berlaku
yang ditetapkan dengan sebaik-baikrrya,,
Derrikian Berita Acara irri dibuat dengan sebenar-trenarnya dan dapat
dipergunakan sebagaimana mesUnya.

Yang ditantik/Mengucapkan Sumpah Yang Melantikan/rnengamLril sumpah
Ketua BPD

1. (nama)
2. (nama)
3. (nama)
4. (nama)
5. (nama)

No. Nama .Iabatan
1. {eluq mqle4gkap anggota
2. Wakil Kettta merqngkan e11o0^+o
4J. Sekretarls meranskan Ansrlnfe
4" Anggota.
EJ.

_qnggota

Rohaniawan

d



Form. 4 : Contoh Keputusan panitia pilkades tentang
Pendaftaran Pemilih

Fermhentukan Fetugas

PANITIA PEMILIHAN KEPAI-A DESA

KABUPATBN. ... ... .

KtrPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN ..,KABUPATEN

Noor: I4L.l / KIytS /

KEPALA DESA
I{ALMAHER{ BARAT
12a22

Tentang
PEMBENTUKAN PETUGAS PENDAFTARAN PEMILIH

PADA PANITIA PEMILII{AN KEPALA DESA.. .........KECAMATAN
I{AEUPATEN HALMAHER,{ BARAT TAI]UN

KETUA PANITIA PEMII.IHAN KtrPALA DESA"

Menimbang

Mengingat

Menetapkan
KESATU

KtrDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal_..."peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor"....Tahun 2o2z tentang perubahan KeduaAtas Peraturan Bupati Nomor.......tentang..........perlu menetapkan
Pembantu Pemilihan Kepala Desa.

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimkasud pada
huruf a perlu rnenetapkan Keputusan panitia pemilihan Kepala b**.
tentang Pembentukan petugas pend.aftaran pemilih pada iremilihan
Kepala Desa..... Kecamatan. . ... Kabupaten Haimahera Barat Tahun. ...

MEMUTUSKAN

Membentuk Petugas pendaftaran pemilih dan menetapkan AnggotaPetugas Pendaftaran pemilij pada pemilihan rSara
Desa-......Kecamatan.............Kabupaten Hal_rnahera Barat, dengan
komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Petugas Pendaftaran Pemilih sebagaimana dimaksud pada dictum
kesatu meliputi :

1. Melakukan Pendaftaran pemilih seca-ra langsung pada wilayah
RT/RW masing-masing.

2. Melaporkan hasil pendataan rangsung pemilih pada panitia
Pemilihan Kepala Desa. . ... Kecamatan. . .Kab. Halrnaheia Barat.

3. dst
Petugas Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada diktumkesatu bertanggungiawab kepada panitia pemilihan KeparaDesa.. ...dan dalam melaksanakan tugasnya wajib berpedoiran

pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
Y1"" kerja Petugas Pendaftaran pemilih sebagaimana dimaksud pada
diktum kesatu adalah 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarkan
keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.....
Pada tanggat....

PANITIA PEMILII{AN KEPALA DESA
DESA.......KECAMATAN

Pemilihan Kabupaten Halmahera Barat di Jaiiolo
Kecamatan
Desa

Tembusan:
1. Panitia
2. Panwas
3. Panwas
4. Camat.....
5. Kepala Desa..
6. BPD.



E'ornn' 5 : Contoh Keputusan Panitia Pilkades tentang pemhentukan KppS

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DtrSA

DESA. .........KBCAMATAN
KABUPATBN.

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIIIAN KEPALA DESAKECAMATAN .........KAE}UPATEN HALMAHERA BARAT
Noor: t4t.t / KPTS / /2022

Tentang
PEMBENTUKAN KELOMPOK PEI{YELENGGARAN PEMUNGUTAN SUARA

PADA PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA.. .........KECAMATAN..
KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN

KETUA PANITiA PEMILIHAN KEPALA DESA

Menimbang

Mengingat:

Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA :

a. bahwa untuk mel,aksanakan ketentuan pasal.....peraturan Bupati
Halmahera Barat Nomor.....Tahun 2022 tentang perubahan Kehua
Atas Peratura, Bupati Nomor.......tentang..........perlu menetapkan
Pembantu Pemilihan Kepala Desa.

c. Bahwa trerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimkasud pada
huruf a perlu menetapkan Keputusan panitia pemilihan Kepala b."*
tentang Pembentukan Kelompok penyelenggara pemungutan suara.

MEMUTUSKAN

Membentuk Kelompok penyelengga-ra pemungutan suara (Kpps) danmenetapkan Anggota Kpps pada pemilihan Kepala
Desa.......Kecamatan .....Kabupaten Helmahera Barat, denlan
komposisi sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
Kelompok Penyelenggara pemungutan suara (KppS) sebagaim2lz
dimaksud pada dictum kesatu meliputi :

4. Mempersiapkan kelengkapan Tps, tennasukakat pelindung atau
sabun , serta pembersih tangan (hand sanitizer) dan/ataulabun
termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan;

5. Membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana di
TPS;

6. Menerima surat mandate saksi / kuasa calon Kepala Desa;
7. Melaksanakan pemungutan dan pemungutan suara pada tiap Tps

dengan menerapkan protokol Kesehatan;
8. Mengumunkan hasil penghitungzrn suara di rps masing-masing;
9. Membuat dan mendatangani berita acara pemungutan aar.

penghitung€rn suaradi TpS masing-masing.
10. Menjaga dan mengemankan keutuhan kotak sua-ra yang berisi

surat suara, berita acara pemungutan, penghitungan suara dan
perlengkapan lainnya;

11. Menyerahkan kotak suara tersegel yang yang berisi
trerita acara penoungutan, pengitungarr suara dan
lairrnya kepada Panitia Pilkades; dan

12. Melaksanakan tugas lainnya yang cliberikan
Pilkades.

kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KppS) sebagaimana
dimkasud pada diktum kesatu bertanggungiawab kepada" panitia
Pemilihan Kepala Desa.............dan dalam rlelaksanakan tugasnya
wajiLr trerpedoman pada peraturan perundang- undangan yang trerlaku;
Masa keq'a Kelompok penyelenggara pemungutan suaia (Kpps)

sebagaimana dimkasud pada diktum kesatu adalah 1 (satu) 
'bulan

terhitung sejak dikeluarkan keputusan ini;

. surat suara,
kelengkapan

oleh Panitia

KEEMPAT :



KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di.............
Pada tanggal.

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.....,.KECAMATAN

Tembusan :

1. Panitia Pemilihan Kabupaten Halmahsra Barat di Jailo1o
2. Panwas Kecamatan.......
3. Panwas Desa.
+. Camat.
5. Kepala Desa............
6. BPD.



I"ampiran
Nomor
Tentang

Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa
747 .7 / KPTS/ / 2A22
Pembentukan Kelompok penyelenggara pemungutan suara pada
Panitia Pemilihan Kepala Desa. ....Kecamatan...........Kabup-aten
Halrnahera Barat tahun 2022.

Daftar susunan Kelompok penyelenggara pemungutan Suara (Kpps)
Pada Panitia Pemilihan Kepala Desa. ...Kecamatan

Kabupaten Halrnahera Barat Tahun 2022

TPS No. Nama Jabatan Keterangan

1

1 Ketua / Anesota
2 AngEota)J
4

Anggota
4+ggota

5 Anggota

2

1 Ketua / Aneeota
2 Anggota
-J Anggota
4 4nggota
5 {4ggota

Panitia Pemilihan Kepala Desa
Kecamatan

Ketua,



Form. 6 : contoh Berita Acara trYlusyaxrarah Fembentukan Kpps

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

KABUPATEN

BERITA ACARA
MUSYAWARAH PEMBENTUKAN KEI,OMPOK PEIVYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

(KPPS)
PADA PANITIA PEMILIHAN KEPAI.A DESA. . .. . ., . .. KECAMATAN. . . . . ... .

KAIIUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor: L4L.L / 12022

Pada hari ini.....tanggal......bulan.....Tahun 2022 bertempat di..... ....kami
Panitia Pemilihan KepaLa Desa.............Kecamatan.............Kabupaten Halmahera
Barat telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan Kelompok
Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan Kepala Desa

.....dengan hasil sebagai berikut :

1. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Panitia Pemilihan
Kepala Desa..............Kecamatan.. .....Kabupaten Halmahera Barat,
sebagai berikut:

TPS No. Nama Jabatan Keterangal

1

1 Ketua I AnsEota
2 Anggota
J Anggota
4 Anggota
E
J Angqota

2

1 Ketua / Ansgota
2 Alggota
J Anggota
4 Anggota
5 Anggota

dst

2. Keiompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pacla Panitia Pemilihan
Kepa1a Desa dimaksud, ditetapkan dengan Keputusan Pemilihan Kepsla Desa.

f)eneikian trerita acara ini dibuat dengan sebenarnya-benarnya.
2A2r

PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN

KEPALA DESA. . .. . .,,

Ketua,

1.......... ..Wakil Ketua
2.......... Sekretaris
3........ Anggota
4........ Anggota

R



Fornr. 7 : contoh Berita Acara Penetapan Daftar pemilih sementara

PANITIA PtrMILIHAN KEP.qLA DESI\

DESA. "..KECAMATAN
KABUPATEN

BEzuTA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA". .. " ... .. KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

Nomor: 741.L / 12022

Pada hari ini.....tanggal......bulan.....Tahun 2022
di, sesuai Peraturan
Nomor. . ... Tahun. . .. . .tentang. . .. . .. Kabupaten Halmahera
BPD dan Kepala Desa telah melalsanakan penetapan
dengan hasil sebagai berikut :

Pukul......WIT
Halmahera
Barat dengan

Daftar Pemilih

bertempat
Barat

disaksikan
Sementara,

1.

2.

Daftar Pemilih Sementara sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan
ini, dengan rekapitulasi data jumlah pemilih , sebagai berikut :

a. RT .............sebanyak: . .....penduduk
b. RT .............sebanyak : ...............penduduk
c. Dst
Berdasarkan point 1 data pemi.lifu terbagi kedalam TpS dengan Rincian sebagai
berikut:

No. Dusun TPS Jumlah Pemilih
L P Jumlah

3- Selanjutnya Daftar Pemilih Sementara (DPS) d,iurnumkan kepada seluruh
rnasyarakat untuk diteliti oleh masyarakat dan calon kepala Desa.
Demikian berita acara ini kasni buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

2022

Ketua RT. Kepqla Pemilihan Kepala Desa..
1. ( ) 1. { I

2. ( I 2. ( I
,

al
{ I J. { )

4. ( ) 4. ( l
5. ( ) 5. t. l
dst dst

Kepala Desa Ketua BFD



Fotm. 8 : Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Penetapan DpS.

PANITIA PBI\{ILIHAN KEPALA DESA
DESA"...... "...... KtrCAMATAN ............. ".. KABUPATEN HAI,MAHBRA BARAT

Menimbang :

Mengingat

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KtrTIGA

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIFIAN KEPAI,A DESA
NOMOR......../KPTS / 20.....

TENTANG
DAF'TAR PEMILIH SEMENTARA

PA}IITIA PEMILIHAN KEPAI-A DESA

a. bahwa sehubungan pemutakhiran dan validasi
dafta-r pemilih telah selesai dilaksanankan, maka
hasilnya ditetapkan sebagai daftar pemilih
sementara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan
Panitia Pemilihan tentang Dafta_r Pemilih Sementara;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa;
2. UndaTg-U-ndang_ Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubafi
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

20t51'

3. Peraturan Pemerinta-h Nomor 43 Tahun 2Ot4
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2OI4 tentang Desa;

MEMUTUSKAN :

Daftar Pemilih Sementara Pemilihan Kepala Desa.........
Kecamatan.............. Kabupaten Halmahera
Barat
sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Panitia Pemilihan segera mengumumkan Daftar pemilih
Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
di tempat-tempat yang mudah dijangkau dan diketahui
masyarakat untuk memperoleh masukan perbaikan.
Keputusan ini mulai berlaku pada tangqal ditetapkan.

Ditetapkan di........
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,

cap dan tand.a tangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yttr. :

1. Ketua Badan Permusyawaratan Desa.............; dan
2. Kepala Desa............

d



RT
RW

Form. 9 : Contoh Daftar Pemilih Sementara ( DPS|

DAFTAR PEMILfi] SEMENTARA (DPS}
PADA PEMILIFIAN KEPALA DESA.

KECAMATAN...

*) Disi dengan inforrnasi penya:rdang Disabilitas

.2022

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Penitia Pemilihan Kepala Desa................
Kecamatan. . .. . ..... Kabupaten Halmahera Barat

No.
Urut NIK Nama

Lenskap
Jenis

Kelamin
Tempat.Tgl

Lahir Umur Status
K/J ID/TK Alamat Ket*)

L P Dusun RT RTW
I 2 2 4 5 6 7 8 q i0 11 12

1. { I 1. ( I
()

( ) 2. i I

1
J. ( )

aJ. t )

4. ( ) 4. ( )

5. (
.I

5. ( I

rlst dst



Form. 1O : Contoh Berita Acara Pengumuman Daftar Femilih Sementara

PANITIA PtrMILIF{AN KEPAI-A DtrSA

DESA....... KECAMATAN
KABUPATtrN

BERITA ACARA
PENGUMUMAN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA. . .. . .. . ..KECAMATAN
KAI}UPATEN HAIMAHERA BARAT

Nomor:141.I / /2022

Pada hari ini.....tanggal......bulan.....Tahun 2022 bertempat di.. ., Kami
Panitia Pemilihan Kepala Desa...........Kecamatan ...........Kabupaten Hahnahera
Barat dengan diketahui Badan Permusywaratan Desa (BPD) dan Kepala
Desa..........Kecamatan.........Kabupaten Halmahera Barat, telah melaksanakan
pengumuman Daftar Pemilih Sementara pada Pemilihan KepaLa
Desa...........Kecamatan..............Kabupaten Halmahera Barat tahun 2022
sebagaimana daftar Pemilih Sementara.
Pengumuman Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud, dil,aksanakan mulai
tanggal. .2022 s.d .... .2022
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

2022

Panitia Pemilihan Kepala I)esa.,
Kecamatan. . Kabupaten Ha-lmahera Barat

1. ( )

'2. ( l

( )

+. ( )
tr ( )

dst

Kepala Desa Ketua BPD



Form. 11 : Contoh Usulan Perbaikan/Informasi Daftar Pemilih Sernentara dari
Pemilih / Anggota Keluarga Pemilih

PANITTA PEMILIHAN KEPALA DESA
DBSA. ....KECAMATAN

KABUPATEN......" "

USUI^AN PERBAIKAN /INFORMASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA (DPS)
DARI PEMILIH / ANGGOTA KELUARGA PEMILIH

Bahwa terhadap pemilih yang tercantum di DPS sebagaimana tersebut dibawah ini :
Dusun/RT/RW
No. Urut DPS
NIK
Nama
Tempat, Tgl lahir
Jenis Kelamin

Saya sebagai pemilih / anggota pemilih ") menyampaikan usulan perbaikan /
inforrnasi sebagai berikut :

Demikian usulan pertraikan / informasi *) ini saya sampaikan sesuai batas waktu
pengumuman DPS dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai bahan
perneriksaan oleh Panitia Pilkades

Panitia Pilkades
Pemilih / Anggota Keluarga

Pemilih

*) coret yang tidak perlu
*") diisi penerima (Ketua / wakil ketua / sekretaris / anggota

x



RT
RW

Form' LZ I contoh Format Rekapitulasi Data perbaikan Daftar pemilih
Setnentara

DATA PERBAII{AN DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA."....

KECAMATAil .....'.'.r{ABUPATEIT[ I(ABupATEr{ HALI}TATIDRA BARAT

Catatan:
*) No. urut ditulis berdasarkan no.urut di DpS*") Diisi dengan informasi Data perbaikan
Data disalin dari Form usulan perbaikan.

Petugas Pemutakhiran Data pemilih penitia pemilihan KepalaDesa. .. Kecamatan..........Kab. HalR61

No.
Urut NIK Nama

Lengkap
Jenis

Kelamin
Tempat.Tgl

Lahir Umur Status
KlJ /D lTK Alamat Ket")

L P Dusun RT RTW
1 2 a 4 q 6 I 9 10 11 tz

1. ( .) 1. ( )) ( ) 2. ( )
3. 3. ( )
4. (. I 4. ( )
5" ( ) 5. ( ldst dst



Form. 13 : contoh Forrnat usulan Tauabahan Daftar pemitih
RTIRW

melalui Fengurus

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA...... ......KECAMATAN

KABUPATEN

LAPORAN P'EMILIH TAMBA}IAN MEIALUI
PENGURUS RT / RW

KEPADA PANITIA PILKADES

Ba]rwa terhadap pemitih sebagaimana tersebut dibawah ini :

NIK
Narna
Tempat, Tg1. Lahir
Jenis kelamin
Alamat

Panitia Filkades
Pemilih / Anggota Keluarga

Pemilih

") coret yang tidak
perlu
*) diisi penerima (Ketua /

BIJKTI ADMIIIIISTRASI PEIVTILIH TANfiBATIAN

Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga, untuk mernhuktikan :

Penduduk Desa yang pada hari pmungutan suara sudah
berumur 17 tahun

Berdomisili di Desa sekurang-kurangnya 6 bulan sebelum
disahkannya DPS

Surat Nikah / Akta Hikah t..,.."....... .......*l untukmembuktikan:

Penduduk Desa pada hari pemungutan sua_ra belum
berumur 17 tahun namun Sudah / pernah Menikah

Demikian usulan pemilih tambahan ini saya sampaikan sesuai batas waktu yang
telah ditentukan dengan menyertakan bukti administrasi terkait sebagai bahanmeriksaan oleh Panitia pilkades

wakil ketua / sekretaris / anggota



Form. 14 : Contoh Berita Acara Peagumuman Daftar Pemilih Tambahan

PANITIA PEM{UHAN KE.PAIA DESA

DESA. ..,.KECAMATAN
KABUPATBN HALMAHtrRA BARAT

BERITA ACARA
PtrNGUMUMAN DAT'TAR PEMILIH TAMBAHAN ( D}).Tb)

PADA PEMILIHAN KEPALA Dtr SA. . .. . .. . .. KECAMATAN
KAEIUPATEN FIALMAHERA BARAT

Nomor: L4L.l / 12022

Pada hari ini.....targgal......bulan.....Tahun 2022 bertempat di..... Kami
Panitia Pemilihan Kepala Desa...........Kecamatan ...Kabupaten Halmahera
Barat dengan diketahui Badan Permusywaratan Desa (BPD) dan Kepala
Desa..........Kecematan.........Kabupaten Halmahera Barat, telah melaksanakan
pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) pada Pemilihan Kepala
Desa...........Kecamatan..............Kabupaten Halrnahsl2 Barat tahun 2A22
sebagaimana daftar Pemilih Tambahan terlampir.
Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) sebagaimana dimaksud,
dilaksanakan mulai tanggal.... ...........2022 s.d ...2A22
Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

2422
Ketua RT /RW Penitia Pemilihan Kepala

Kecamatan..........Kabupaten Halrnahera
Desa

Barat

Kepala Desa Ketua BPD

1. { I 1. t )

2. ( ) 2. ( I
4
,J" ( I 3. ( )

4" {. ) 4. ( I

5. { I 5" I )

dst dst



Forxn" L5 : contoh Berita Acara penetapan Daftar pemilih Tamhahan

PANITiA PEMII,IHAN KEPALA DESA

DESA. ..........KECAMATAN
KABUPATEN HALMAHtrRA BARAT

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBA}IAN (DPTb)

P,ADA PtrMILIHAN KEPALA DESA. . . . ., 
" . .. KECA.MATAN

KABUPATEN HALMAHERA BARAT
Nomor: 74t.t / /2022

Pada hari ini.....tanggal......bulan.....Tahun 2022 pukul..........wIT bertempatdi'.'.' sesuai Peraturan Bupati Halrnahera Barat Nomor.......tahun ZOZZtentang. Kami panitia pemilihan Kepara Desa...........Kecamatan
:..........Kabupaten Halmahera Barat dengan diketahui Badan Permusyawaratan Desa
(BPD) dan Kepala Desa..........Kecamatan.........Kabupaten HaLnahera Barat, telah
melaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) dengan hasil sebagai
berikut:
1. Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan

ini, dengan rekapitulasi data jumrah pemilih sebagai berikut :a. RT ............,sebanyak : ...............penduduk
b. RT .............sebanyak:...............penduduk
c. Dst

2. Berdasarkan point 1 Daftar Pemilih Tambahan terbagi ke dalam TpS dengan
rincian sebagai berikut :

1To" Dusun TPS Jumlsh Pemilih
L P Junrlah

3. Selanjutnya Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) d.igabungkan dengan Daftar
Pemilih Sementara (DPS) untuk ditetapkan menjadi oaftar pemiUfr Tetap
(DPr).

Demikian berita acara ini karni buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

2022
Ketua RT /RW Penitia Pemilihan Kepala Desa. . ......... ... ..

Kecamatan. . .. . . .. . . Kabupaten Halmahera Barat

1. t ) 1. ( \
I

2- { ) 2. ( )

3. { I r). ( )
4. ( i 4. ( I
5. ( ) 5. ( )
<1st dst

Kepala Desa Ketua BPD
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Form" 16 : Contoh Daftar penaitih ,farnbahan

DAF"TAR PEMILIH'TAMBAHAN (DFrTb)

KECAMATAN...

.......2022

Petugas Pemutakhiran Data pemilih panitia pemirihan Kepala Desa.

No.
Urut NIK Nama

Lenskao
Jenis

Kelamin
Ternpat.Tgl

Lahir Umur Status
KIJ /DlTR Alarnat Ket*)

L P Dusun RT RTW
1 2 3 4 5 6 7 8 (l 10 11 1a

LZ,

*) Disi dengan infonnasi penyald,ang Disabilitas

Kecamatan. . .. . .. . ".Kabupaten Halmatrera Barat



E'ormr. 17 : contoh Eerita Acara Daftar pemilih Tetap

PANITiA PEMILIHAN KEPALA I}trSA

KABUPATBN ITALMAHtrRA BARAT

BERITA ACARA
PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

PADA PEMILIHAN KEPALA DESA. . .. . .. . .. KECAMATAN
KABUPATEN HALMA}IERA BARAT

Nomor: L4L.L / 12022

Pada hari ini.-...tanggar......bulan.....Tahun 2022 pukul..........wIT bertempatdi"..... .., , sesuai Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor.......tahun 2O2Ztentang. Kami panitia pemilihan Kepala Desa...........Kecamatan
.. .. . .. . ... Kabupaten Halm4hgr'a Barat dengan diketahui gadan permusyawaratan Desa(BPD) dan Kepala Desa..........Kecamatan.........Kabupaten Hatmahera Barat, telahmelaksanakan Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dengan hasil sebagai berikut:1. Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana t .carium ialo- lampiran Keputusanini, dengan rekapitulasi data jumlah pemilih sebagai berikut :a. RT .............sebanyak : ...............penduduk

b. RT .............sebanyak : ...............pendud.uk
c. Dst

2. Berdasarkan point 1 Daftar Pemilih Tetap terbagi ke dalam TpS dengan rincian
sebagai berikut :

IlIo. Dusun TPS Jumtrah Permitrifu
L P Junnlah

Demikian berita aca-ra ini kami
sebagaimana mestinya.

buat dengan sebenarrlya, untuk dipergunakan

Ketua RT /RW Penitia p.-irii,;'i.;il;'il ;.: .?.??.? ...
Kecamatan.... ......Kabupaten Halmahera Barat

1. i ) 1. i )
2. (

) 2.
{ ).)

J. i ) J. (

4. ( l 4.
{ )

5. ( l 5. { I
dst dst

Kepala Desa Ketua BPD



RT
RW

Form. 18 : Contoh Daftar Femilih Tetap

DAF"TAR PEMILIH TETAP (DPT)
PADA PEMILIHAN KEPALA DESA.

KECAMATAN..,

") Disi dengan informasi penyandang Disabilitas

......2022

Mengetahui
Calon Kepala Desa

1. .......(. .......)
2. (........ .......)
3. .......(....... .......)
4.

Petugas Pemutakhiran Data pemilih panitia pemilihan Kepala Desa....
Kecamatan.. .. . .. . .. Kabupaten Hahnahera Barat

No.
Urut NiK Nama

Lengkap
Jenis

Kelamin
Tempat.Tgl

Lahir Umur Status
KIJ lD ITK Alamat Ket*)

L, P Dusun RT RTW
I 2 J 4 5 6 7 8 I 10 11 1-\z

1. { ! 1. t ]
2. ( ) 2. t l
3. ( )

-o. (
1

4. ( ) 4. ( )
5. (. ) 5. ( )

dst dst



Forrn. 19 : Contoh Keputusan Panitia tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap

PANITIA PEMILIFIAN KEPAI.A DESA
DESA..,........... KECAMATAN ................ KABUPATEN HALMAHERA BARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILII{AN KEPALA DESA
NOMOR........ /KPTS / 20. "...

TENTANG
DAFTAR PEMILIH TETAP DAN

REKAPITULASI JUMTAI] PEMILIH TETAP PANITIA

PEMILIHAN KEPALA DtrSA.

Menimtrang

Mengingat

Menetapkal

a. trahwa sehubungan dafar pemilih sementer-a dandaftar pemilih tambahan telah selesai dilakukare
perbaikan, ._!nAka hasilnya perlu ditetapkal sebagai
Daftar Pemilih Tetap;

b. surat
Desa

il.;

Tetap dan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Tetap;

: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2AI4 tentang Desa;
2. Nomor 23 Tahun 2Al4 tentang

aerah sebagaimana telatr diubati
Undang-Undang Nomor 9 Tahun

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4g Tahun ZOL|
!"3Brg P_e-raturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa;

MEMUTUSKAN

q



KESATU

KBDUA

KETIGA

KEEMPAT

KtrLIMA

Fanitia Pemilihan menyusun salinan Daftar pemilih
Tetap untuk keperlual pemungutan suara di TpS.

pe rlengkapan pemilihan.

Keputusan ini mulai trerlaku pada tanggal ditetapkan"

Ditetapkan di
pada tanggal

Ketua panitia pemilihan Kepala
Desa........,

cap dan tanda tangart

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth. :

1. 4gpr1" Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa
^ _Ipbupgten Halmahera Barat di J'ailo1o;2. Ketua Pantia Pemithan Kabupaten Harmahera Barat di Jailolo3. Camat
4. Ketua Btdan ii;;rJy.*rr^tan Desa.............; dan5. Kepala Desa..

65



Form. 2O : C o n t o h Surat pernyataan bertaqwa kepada T\rhan yang ll4aha tsa

SURAT PBRNYATAAN

Yang bertand,a tangan di traq,ah ini saya :

Nama

Tempat dan tanggal lahir
Jenis kelamin

Agama

Pendidikan

Status Perkawinan

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya menganut agama................. dan
bertaqwa kepada T\rhan Yang Maha Esa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk d,apat
dipergunakan sebaga im zna mestinya.

Yang menyatakan, tanda

tangan (..,....namn

lengkap......)

s6

x



Form. 21 : Surat pernyataan setia kepada Pancasila sehagai dasar negara,
Undang- Undang Dasar 1945, Illegara Kesatuan Repubtik
Indonesia serta Pemerintah

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nam2

Tempat dan tanggal lahir
Jenis kelamin

Agama

Pendidikan

Status Perkawinan

Alamal

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya setia kepada Pancasila
sebagai dasar nega-ra, Undang-Undang Dasar L945, Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

tandatangan

67
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Forrn. 22 : surat pernyataan pernah dipidarra serta bukan sebagai
pelalu kejahatan berulang-ulang bag yang pemah rnenJalaai
pidana penjara bagi yang pernah rnenjalani pidana penjara.

SURAT PERNYAT.AAN

Yang bertanda tangan di

Nama

Tempat dan tanggal lahir
Jenis kelamin

Agams

Pendidikan

Status Perkawinan

Alam.at

bawah ini saya :

Menyatakan dengan sesungguhnya :

1. batrwa saya pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang trlah mempunyai kekuatan hukum tetap karena
melnkuftfll tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara
paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih; dan

2. bahwa saya telah selesai menjalani pidana penjara .tahun
yang lalu dan telah mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada
publik bahwa saya pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku
kej ahatan be rulang- ulang.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana me stinya.

Yang menyatakan,

68

(.......namn lengkap...... )



S.orrn. 23 : Surat pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa
selama 3 {tigal kali masa jabatan.

SURAT PtrRNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama

Tempat dan tanggal lahir

Jenis kelamin

Agama

Pendidikan

Status Perkawinan

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah menjabat
sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan baik secara
berturut-turut maupun tidak berturut-turut.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

,ffi;;J
l.ooo,- ltanaatanganII

59



Forrn. 24 : Surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa
dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses
pemilihan apabila telah ditetapkan menjadi Calon Kepala
Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di l-rawah ini saya :

Nama

Tempat dal tanggal lahir
Jenis kelamin

Agama

Pendidikan

Status Perkawinan

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya bersedia dicalonkan
menjadi Kepala Desa dan tidak akan mengundurkan diri dalam proses
pemilihan apabila telah ditetaFkan menjadi Calon Kepala Desa.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan se bagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

tandatartgan

tu



Forrn.25 : Surat pernyataan pernatn bekerja di lembaga Pemerintahan.

SURAT PERI{-YATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama

Tempat dan tanggal tahir

Jenis kelamin

Agama

Pendidikan

Status Perkawinan

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, balrwa saya sebelum mencalonkan
diri menjadi bakal calon kepala desa pernah bekerja di lembaga
Pemerintahan yaitu :

No. Jabatan Instansi
Lama Bekerja

(rh/Bln)

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang menyatakan,

,rffi"r"r1
l.ooo,- ltanaatanganll

7X

x.



Forrn. 26 : Contoh Surat pernyataaa belum pernah dibethentikan tidak
dengan hormat dari jabatan penyetrenggara pemerintahrn
desa atau dalam jabatan negeri.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama

Tempat dan tanggal lahir

Jenis kelamin

Agarna

Pendidikan

Status Perkawinan

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya belum pernah
diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan penyelenggara
pemerintahan desa atau dalam jabatan negeri.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana me stinya.

Yang menyatakan,

tandatangan

7Z



Form. 27 : contoh surat pernyataan sanggup bertempat tinggal di desa
selama naenjabat sebagai Kepala Desa.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama

Tempat dan tanggal lahir
Jenis kel,amin

Agama

Pendidikan

Status Perkawinan

Alamat

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya sanggup bertempat
tinggal di Desa........ Kecamatan.................. Kabupaten
Halmahera Barat selama menjabat sebagai Kepala Desa........

Demikian pernyataan ini saya buat dengal sesungguhnya untuk dapat
dipergunakan sebagaimana me stinya.

Yang menyatakan,

rul
6.OOO,-

Nama

1a
IJ

A



Form. 28 : Contoh Keputusan Panitia Pemilihan tentang Caloa Kepala Desa.

PANITIA PEMILIHAN KEPAI,A DESA
DESA'.'....'''....KECAMATAN.....'......'.'.KABUPATENHALMAHERABARAT

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIFIAN KEPALA DESA

NOMOR......../KPTS I 2O.....

TENTANG

CALON KEPALA DESA

PANITL& PEMILIHAN KEFALA DESA

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah ditetapkannya berita acara
penetapan calon Kepala Desa, selanjutnya perlu
ditetapkan dalam Keputusan Parritia Pem ilihan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
d.imaksud dalam huruf a perlu menetapkan
keputusan Panitia Pemilihan tentang Calon Kepala
Desa;

Mengingat : 1. undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OI4 tentang Desa;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2074
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2074 tentang Desa;

4. Dst.
MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU : Calon Kepala Desa..... Kecamatan

Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tersebut

dalamLampiranyarlgmerupakanbagiantidak
terPisalkan dari KePutusan ini.

74

a.



KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ........
pada tanggal

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa....,

cap dantandatangan

(nama lengkap)

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala DPMPD kab. Halmahera Barat di Jailolo
2. Panitia Pemihhan Kabupaten di Jailolo;
2. Camat.-.................. ;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa,............; darr
4. Kepala Desa.

7q



KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN KEPAI,A DESA

NOMOR : ......../KPTS/20.....
TANGGAL : ......................2018

TENTANG CALON KEPAI.A DESA

NOMOR URUT DAN NAilvLA CALON KEPAI,A DESA

Nomor
Urut Calon Nam2 AJ.arnat Ket.

Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa.....,

cap dantandatangan

(nama lengkap)

IG



Fotm. 29 : Contoh Berita Acara Hasil Penelitian Kelengkapan dan
Keabsahan Administrasi Bakal Calon Kepala Dess

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA
DESA.............. KECAMATAN .......,... ..... KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN ADMINISTRASI

BAKAL CALON KEPAI.q, DESA

Pada hari ini............. tanggal.... (ditnli.s dengan tatntfl...,...
bulan...... ........(dihtli.s dengan fumtfl............. tahun............ (dihtlis
dengan huntfl bertempat di................., telah diadakan penelitian
kelengkapan dan keabsahan administrasi bakal calon Kepala Desa.

Bakal calon Kepala Desa yaxg memenuhi persyaratan dan berhak
ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa adalah :

Demikian Elerita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimala mestinya.

1. (nama). tua Panitia' pemilihan r'

2. (nama)............ Anggota 2.

3. (nama).,.......... Anggota 3.

No. Nama ALAMA.'I Berkas Keterangan
ada Tdk ada

i
2.

Dst

77
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Form. 3O : Contoh Berita acara Pengundian Nomor Unrt Caloa Kepala
Desa

PANITIA PEMILIFIAN KEPALA DESA
DESA.............. KECAMATAN ................ KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PENETAPAN CALON KEPALA DESA

Pada hari ini............. tanggal..................(ditltlis dengan tutrufl.......
bulan...... ........(dihtli"s dengan hurufl............. tahun............ (ditulis
dengan hurufl bertempat di.......,........., telah diadakan undian nomor
urut calon Kepala Desa yang berhak ditetapkan sebagai Calon Kepala
Desa.

Undian nomor urut calon Kepala Desa dihadiri oleh Panitia Pemilihan
dal Calon Kepa1a Desa dan hasilrrya adalah :

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan se bagaimana me stinya.

l. ....... (rnma) KetuaPanitia 
1.

pemilihan

2. ....... (nama)............ Anggota

3. ....... (nama)............ Anggota 3.

4. ....... (rwma) Calon Kepala Desa

5. ....... (nama) Calon Kepala Desa 5.

6. ....... (nama) Calon Kepala Desa

Dst

'2.

4

6.

Nomor urut
Calon Narua Alamat

1

2

Dst

70



$'orrn. 3L : Contch Berita acara Perpaqjangan Waktu Fendaftaram BakaX Catron.

PANITIA PEMILI}IAN KEPALA DESA
DBSA......,....... KECAMATAN .....,..........KABUPATEN FIALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
PERPANJANGAN WAKTU PENDAFTARAN

BAKAL CAION KEPAI.A DESA

Pada hari ini............. tanggal.... .............-(ditltlis derqan hurufl
bulan...... ........(dituli,s dengan tatntfl............. tahun. (dihtlis
dengan hurufl bertempat di......... telah diadakan rapat Panitia
Pemilihan Kepala Desa membahas pe{panjanga.n waktu pendaftaran
bakal calon Kepala Desa.

Sehubungan bakal calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan
kurang d:ari 2 (dua) orang, maka waktu pendaftaran bakal calon Kepala
Desa diperpanjang selema 20 (dua puluh) hari mulai dari tanggal...
..........(dit1/li,s dengan hurufl bulan...... ..(ditulis dengan turuJ)
tahun.... .......(ditulis dengan hantfl sampai dengan
tanggal.... .......(ditulis dengan hurufl bulan.....(ditttlis dengan
hun[) tahun..(ditnlis dengan trurufl..... .

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaim ana mestinya.

J ab atan

1.Ketua Panitia

Wakil Ketua

Anggota

A.

r)
.)-

79



Forna. 32 : Contoh Berita acara penelitian pengirirnan srarat suara
dan perlengkapan pernilihan Kepala Desa"

PANITIA PtrMILII{AN KtrPALA I}trSA
K,A,BUPATEN F{ALMAHERA BARAT

BERTTA ACARA
PENGIRIMAN SURAT SUARA DAN PERLENGKAPAN PEMILIFIAN

KEPAI.A DESA

Pada hari ini............. tanggal.... ...(dittLlis dengan huntfl.......
bu1an...... ........(didtli"s dengan huntfl............. tahun............ (ditttlis
derqan lamtfl bertempat di Desa. ...... Kecamatan......
Kabupaten Halmahera Barat, telah diadakan penelitian
kebenaran mengenai jumlatr, jenis, bentuk surat suara, dan
perlengkapan pemilihan Kepala Desa........

Setelah dilakukan penelitian hasilnya adalah sebagai berikut :

Demikian Berita Acara irri dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. ....... (nama) Ketua parutra
pemilihan 1'

2. ....... (nama) Anggota 2.

3. ....... (nama) Anggota 3.

Keterangan:
*) diberi tanda (r/) apabila ada lengkap
**) diisi apabila ada kekurangan/tidak lengkap

No. Jenis Jumlah Ada/Icngkap
*)

Keterangan
**)

1.

na.

q
J.

dst

8CI

d



Form- 33 : contoh Berita Acara }rasit Fenghitungail suara,

PANITIA PEMILIHAN KEPALA DESA

TPS
DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

BERITA ACARA
I{ASIL PEIITGIIITUIITGAIT SUARA

Pada hari ini............. tanggal ...(ditulis d.engan lurntfl-......
bulan..............(ditutis dengatt hurufl.... tahun.....,...... lattuUsdengan huntfl bertempat di rps-.......... Desa telah dilaksanakan
penghitungan suara pemilihan Kepa1a Desa yang dilaksanakan terbuka
untuk umum dengan hasil sebagai berikut :

1. Penggunaan Surat Suara:
a. Jumlah pemilih yang memberika suara :.........suara berdasarkan

DPT
b. Jumlah surat suara yang tidak terpakai : ........suara
c. Jumlah surat sua-ra yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak

atau keliru dicoblos
Jumlah : .........suara

rolePerolehan -masing Calon Kepala tr)esa
Nomor urut

Ca]on Namz Calon Kepala Desa Perolehan sua-ra

1

2

Dst...

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana me stinya.

1. Ketua Panitia 1.

Anggota 2.

Anggota 3.

Saksi Calon No. Urut .... 4.

Saksi Calon No. Urut .... 5.

2.

3.

4.

5.

Dst.



F"oEm" 34 : Contoh Berita Acara Rekapitulasi }{asil Pengtritungam Suara.

PANITIA PEMILIHAN KEPAI.A DESA
DESA.............. KECAMATAN ................ KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BERITA ACARA
REKAPITUI,ASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Pada hari ini............. tanggal.... .(ditutis dengan tutruf).......
bulan...... ...,....(ditltli,s dengan tutntfl............. tahun............ (ditulis
dengan luntfl bertempat di............ telah dilaksanakan Rekapitulasi
Penghitungan Suara Pemilihal Kepala Desa.
Eledasarkan berita acara penghitungan suara dari masing-masing TPS
hasilnya sebagai berikut :

1. Penggunaan surat sua-ra :

a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan DPT
b. iumlah surat suara tidak terpakai :......suarac. ,#SBH."i:ll.."lTi=[ffiH dikE:mbalikan oleh pemilih karena keliru

2. Peroleha.n suara Calon Kepala Desa di masing-masing TPS

Nomor
urut

Calon
Nama Calon
Kepala Desa

Perolehan (suara)

Jumlah
TPS 1 TtrS 2 TPS 3

Dst..

i
2

Dst..

3. Rekapitulasi perolehan sua-ra masing-masing Calon Kepala Desa

Nomor urut
Calon

Nama Calon Kepala
Desa

Perolehal
suara Ket.

1

,2

Dst...

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk
dipergunakan sebagaimana me stinya.

1. ....... (nama)........ Ketua Panitia pemilihan 1.

2. ..".... (namn) Anggota 2.

3. ....... (nama) Anggota 3.

4. ....... (nama)........ Saksi Calon No. Urut ..... 4.

5. ....... (nama) Saksi Calon No. Urut ..... 5.

Dst.



Forne. 35 : Contoh Bentuk Surat [Indangan untuk menrberikan
suara dalaur pexmungutam. suara pada penni.lihan Kepala Desa"

d
(n
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i-1

d
cd

og
i
cd
.q

tr
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tu
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!
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.Htr
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!
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cd
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q)

tr
(.)

f4)
E

cd
o0

CU

tr

I UNoAITGAN UNTUK MEMBERIKAN SUARA DAI.AM
! ppUUNGUTAN SUARA PEMILIFIAN KEPALA DESA
I
Ir Nama

Pemilih
Nomor Urut
DPT
TPS

Alamat
Pemilih

-- Ft
E
b0

cc cd

ts ..ru6
OdP5
OF

Waktu dan Tempat PemungLltan Suara :

Hari
Tanggal
Jam
Tempat

s/d

PANITIA PEMILII{AN
KEPALA DESA

Ketua,

EE
lFl

dl-ld*H.iUH
S2.dlvtrL 0.
a)n!'lli GI
CEOFl
E Eo HdopiJ:ZZE-<

Perhatian:

Unfuk memberikan suara di TPS Srat Undangan
' ini hnnts dibauta sendiri oleh Pemilih

Keterangan:

Ukuran kertas % (setengah) folio
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KELOMPOK
PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA

SURAT SUARA
PEMUNGUTAN SUARA

PADA PEMILIHAN
KEPAI-A DESA

DESA :

KECAIVL{TAIV :

TAHUN i

PANITiA PEMILIHAN
KEPATA DESA

KtrTUA KETTJA

F'orm.36 : Contoh Format Model Surat $uara.
1. Halaman Depan Surat Suara

2. Halarnan Belakang Surat Suara

SURAT SUARA PEMUNGUTAN SUARA
PADA PEMILIFIAN KEPALA DESA
DESA :

KECAMA1TAN :

1

Pas foto calon
berwarna
(aX6cm)

Keterangan :
Ulctran kerta fuiarto (A.4)

TAHUN :

3

Pas foto calon
berwarna
(4X6cm)

2

Pas foto calon
berwarna
(4X6cm)

4

Pas foto calon
berwarna
(aX6cm)
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Fornr.s7 : contoh Bentuk Dan ukuran caplsteneper panitia
pennilihan"

1. BENTUK :

empat persegi panjang

2. UKURAN :

Panjang
kbar
Kotak (1)

Kotak (2)

Kotak (3)

Kotak (a)

7cm
3,5 cm
1,5 cm X 3,5 cm
5,5cmX1 cm
5,5 cmX 1,5 cm
5,5cmX1 cm

3. CONTOH

(1)

T

A

H

U

N

PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA
BARAr (2)

PANITIA PEMILIFIAN
KEPALA DESA ........ (3)

KECAMATAN .......(4)

JAMES UANGAss.Bid. Pem, & Kesra

Ass.Bid Adm Umum

Kabag.Hukum & Organisasi
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